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INTISARI

AHMAD ANWAR: 12210145. Framing Pemberitaan
Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam di Kompas.com
dan Republika.co.id Edisi Juni-Agustus 2019. Skripsi.
Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

Front Pembela Islam (FPI) merupakan organisasi
masyarakat (ormas) berbasis dakwah Islam yang kerap
melakukan aksi-aksi kontroversial seperti “penertiban”
(sweeping) terhadap Kkegiatan-kegiatan yang dianggap
maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam terutama
pada bulan Ramadhan dan seringkali berujung pada
kekerasan. Organisasi ini terkenal kontroversial karena aksi-
aksinya sejak tahun 1998. Rangkaian aksi yang berujung
pada kekerasan sering diperlihatkan dalam media massa.
Disamping aksi-aksi kontroversial tersebut FPI juga
melibatkan diri dalam aksi-aksi kemanusiaan. FPI berdiri
pada 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al Um,
Kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. Berdasar Surat
Keterangan Terdaftar (SKT) status perizinannya berakhir
pada 20 Juni 2019, terhitung sejak 20 Juni 2014. Rencana
perpanjangan izinnya menuai pro dan kontra di kalangan
masyarakat. Terdapat pihak yang membuat petisi menolak
perpanjangan™ ‘izin,>ada’ ' ‘pula petisit >tandingan  yang
menginginkan . FPI terus eksis. Pihak Kemendagri sendiri
masih mempertimbangkan masukan dari masyarakat terkait
perpanjangan izin: tersebut.” Polemik seal perpanjangan izin
FPI tersebut menjadi perbincangan nasional dan menjadi
pemberitaan media-media, diantaranya Kompas.com dan
Republika.co.id.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui frame
Kompas.com dan Republika.co.id dalam memberitakan
perpanjangan izin ormas FPI. Penelitian ini bersifat
deskriptif-analisis dengan metode analisis framing model
Robert N. Entman. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada
Kompas.com dan Republika.co.id edisi Juni-Agustus 2019,
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hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frame Kompas.com
atas isu  perpanjangan izin FPl  adalah  perlu
mempertimbangkan masukan dari sejumlah kementerian dan
lembaga yang berkaitan dengan organisasi masyarakat,
aspirasi masyarakat luas, petisi, rekomendasi dari
Kementerian Agama, juga surat pernyataan tidak ada konflik
internal, serta harus sesuai dengan ideologi Pancasila dan
setia terhadap NKRI. Sementara frame Republika.co.id
menekankan bahwa FPI haruslah mengikuti aturan yang ada,
FPI berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sehingga
tidak semestinya FPI dilarang, pemberian ruang kepada pihak
yang mendapat pertentangan dari masyarakat merupakan cara
merawat demokrasi.

Kata Kunci: Framing, Perpanjangan lzin, Front Pembela
Islam.
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ABSTRACT

AHMAD ANWAR: 12210145. Framing of
Preaching Organizations of Islamic Defenders Front in
Kompas.com and Republika.co.id June-August Edition 20109.
Thesis. Yogyakarta: Faculty of Da'wah and Communication,
Sunan Kalijaga State Islamic University, 2019.

The Islamic Defenders Front (FPI) is a community-
based Islamic organization (Islamic organization) that often
performs controversial actions such as “policing” (sweeping)
of activities that are considered immoral or contrary to
Islamic law, especially in the month of Ramadan and often
lead to violence . This organization is notoriously
controversial because of its actions since 1998. The series of
actions that led to violence are often shown in the mass
media. Besides these controversial actions FPI also involved
it self in humanitarian actions. FPI was established on August
17, 1998 at Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan,
Ciputat, South Jakarta. Based on the Registered Certificate
(SKT), the licensing status ends on June 20, 2019, starting
from June 20, 2014. The plan to extend the permit is reaping
the pros and cons of the community. There are those who
made the petition reject the permit extension, there are also
rival petitions that want FPI to continue to exist. The Ministry
of Home “Affairs itself is still: considering input from the
public regarding the extension of the permit.  The polemic
about ‘the -extension ‘of the FPI" permit’ became a national
debate and became the news media, including: Kompas.com
and Republika.co.id.

This study aims to determine the frame Kompas.com
and Republika.co.id in reporting the extension of FPI mass
organization permits. This research is a descriptive analysis
with Robert N. Entman’s framing analysis method. Based on
the analysis conducted in Kompas.com and Republika.co.id
June-August 2019 edition, the results of this study indicate
that the Kompas.com frame on the issue of extending FPI
permits is necessary to consider input from a number of

Xiv



ministries and institutions relating to community
organizations, aspirations wider community, petitions,
recommendations from the Ministry of Religion, also a
statement that there is no internal conflict, and must be in
accordance with the ideology of Pancasila and loyal to the
Republic of Indonesia. While the Republika.co.id frame
emphasizes that FPI must follow existing rules, FPI is
different from Hizbut-Tahrir Indonesia (HTI) so FPI should
not be banned, giving space to parties who are opposed by
the community is a way to maintain democracy.

Keywords: Framing, License Extension, Islamic Defenders
Front.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Front Pembela Islam (FPI) adalah organisasi
massa yang menjadi wadah kerjasama ulama dan
umat Islam dalam menegakkan amar ma’ruf nahi
mungkar. FPI adalah organisasi internasional dengan
konsentrasi perjuangan dakwah di Indonesia. Karena
Indonesia merupakan Negara yang berpenduduk
muslim terbesar dan terluas di dunia. Oleh sebab itu
FPI1 berkedudukan dan berkantor pusat di lIbukota
Jakarta Indonesia dengan wilayah-wilayah dan
cabang-cabang di provinsi, kabupaten/kota madya,
dan kecamatan di seluruh Indonesia, serta perwakilan
di seluruh dunia. FPI' memiliki Laskar Pembela
Islam;, ‘kelompok ‘paramititer’ dari organisasi tersebut
yang ' kontroversial “karena = melakukan - aksi-aksi
“penertiban’ s (sweeping). terhadap kegtatan-kegiatan
yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan
syariat islam terutama pada bulan Ramadhan dan
seringkali berujung pada kekerasan. Organisasi ini

terkenal kontroversial karena aksi-aksinya sejak tahun

! Muhammad Aminuddin, Latar Belakang Lahirnya Front
Pembela Islam, (Jakarta: PT. Insan IImu, 1991), him. 9.

1



1998. Rangkaian aksi yang berujung pada kekerasan
sering diperlihatkan dalam media massa. Disamping
aksi-aksi kontroversial tersebut FPI juga melibatkan
diri dalam aksi-aksi kemanusiaan antara lain
pengiriman relawan ke daerah bencana tsunami di
Aceh, bantuan relawan dan logistik saat bencana
gempa di Padang dan beberapa aktivitas kemanusiaan
lainnya, yang menurut Ketua Majelis Tahfidz FPI
jarang diekspose oleh media nasional.?

FPI berdiri pada 17 Agustus 1998 di Pondok
Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta
Selatan. Organisasi ini berdiri kurang lebih empat
bulan setelah Presiden Soeharto lengser dari kursi
kepresidenan. Alasan di balik berdirinya FPI,
pertama, dikarenakan adanya penderitaan panjang
umat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol
sosial , -penguasa; ; sipil ;~maupun: . -militer akibat
banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh
oknum-penguasa. Kedua, adanya kemungkaran dan
kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh

sektor kehidupan. Ketiga, adanya kewajiban untuk

2 Http://fpi.or.id/?p=detail&nid=116, diakses pada tanggal 1
September 2019, pukul 14.08 WIB.


http://fpi.or.id/?p=detail&nid=116

menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat
Islam serta umat Islam.®

Merujuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
status perizinannya berakhir pada 20 Juni 2019,
terhitung sejak 20 Juni  2014. Rencana
perpanjangannya menuai pro dan kontra di kalangan
masyarakat. Berakhirnya izin tersebut berbuntut petisi
dari seseorang bernama Ira Bisyir di laman
Change.org. Dalam petisi yang ditujukan pada
Kementerian Dalam Negeri itu, Ira mengajak
warganet menolak perpanjangan izin FPI sebagai
ormas. Tidak mau kalah, petisi tandingan muncul di
laman Change.org dengan nama “Dukung FPI Terus
Eksis” yang digagas Imam Kamaludin. Pihak
Kemendagri  sendiri  masih  mempertimbangkan
masukan dari masyarakat terkait perpanjangan izin
tersebut: - Menuruty ; direktur + /Jendral+ Politik  dan
Pemerintahan Umum: Kemendagri Soedarmo, banyak
faktor yang-harus dikaji selain petisi-dari masyarakat.
Polemik soal FPI sejatinya telah lama muncul di

masyarakat yang khawatir dengan tindakan kekerasan

* Din Zahara, Aksi Front Pembela Islam Perspektif Hukum
Islam. (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
2009) him. 8.



FP1.* Polemik soal perpanjangan izin FPI tersebut
menjadi  pemberitaan  media-media  nasional.
Diantaranya Kompas.com dan Republika.co.id.
Kompas.com dan Republika.co.id merupakan
dua media daring online nasional yang mana
keduanya memiliki eksistensi dan ideologi yang
berbeda. Keduanya juga memiliki pembaca dan
peminat yang banyak dan ratingnya tinggi. Juga
memiliki gaya jurnalistik yang selalu penuh dengan
kehati-hatian dalam pemilihan bahasa sebagai media
daring dari media nasional. Kompas.com disebut-
sebut sebagai koran yang berideologikan demokratis.
Sementara Republika.co.id  berideologikan Islam.
Republika.co.id sebagai media massa tentunya bukan
lembaga yang netral atau bebas nilai. Republika.co.id
memiliki kepentingan terhadap seluruh pemberitaan
yang -dimuat, baik ~kepentingan - ekenomi, sosial
maupun. politik. Kepentingan ini dapat dilihat dari
pembingkaian + ,yang ;- dilakukan- dalam tiap
pemberitaannya. Selalu ada yang ditonjolkan,

disamarkan, dihilangkan dalam setiap berita.> Tidak

* Https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190509135129-20-
393378/perlukah-izin-fpi-diperpanjang, diakses pada tanggal 1 September
2019, pukul 14.32 WIB.

® Mulyana Deddy. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung:
Rosda Karya, 2010), him. 115.


https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190509135129-20-393378/perlukah-izin-fpi-diperpanjang
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190509135129-20-393378/perlukah-izin-fpi-diperpanjang

terkecuali dalam pemberitaan mengenai Perpanjangan
Izin Ormas Front Pembela Islam.

Hal tersebutlah yang mendasari peneliti untuk
mengkaji dan menganalisis frame Kompas.com dan
Republika.co.id dalam memberitakan perpanjangan
izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI).
Perbandingan frame di sini dinilai sangat penting dan
menarik untuk dianalisis, karena kedua media
memiliki pengaruh yang cukup sentral di Indonesia
terkait pandangan dan penilaian tentang isu-isu
nasional, terutama dalam hal ini terkait persoalan
perpanjangan izin organisasi masyarakat Front
Pembela Islam (FPI1). Karena FPI sendiri merupakan
ormas yang kerap melakukan aksi-aksi kontroversial,
serta kerap menuai pro dan kontra di masyarakat,
maka apakah dalam pemberitaannya Kompas.com
dan Republika.co.id akan, menggiring  opini pembaca
ke arah setuju atau tidak setuju jika Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) ormas FPI diperpanjang.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas
maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
bagaimana frame pemberitaan Kompas.com dan
Republika.co.id  mengenai  perpanjangan izin

organisasi masyarakat Front Pembela Islam?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas
oleh peneliti dalam penelitian ini, maka tujuan dan
kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui bagaimana frame
kedua media yaitu Kompas.com dan
Republika.co.id dalam memberitakan
perpanjangan izin organisasi masyarakat Front
Pembela Islam.
2. Kegunaan Penelitian
a. Teoritis
Bagi program studi Komunikasi dan
Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, penelitian ini
diharapkan ~ mampu memberikan banyak
kontribusi pada pengembangan penelitian di
bidang . disiplin. ilmu ~ komunikasi dan
penyiaran islam / dan sebagai sumber
pengetahuan mengenai media  dan
kejurnalistikan, juga dapat menambah
khazanah keilmuan pada disiplin ilmu

komunikasi, khususnya kejurnalistikan.



b. Praktis

Menjadi bahan masukan dalam
pengembangan media di Indonesia, terkhusus
bagi pengembangan media daring atau
online. Hasil penelitian ini juga diharapkan
bisa menjadi bahan masukkan yang positif
bagi kedua media yakni Kompas.com dan
Republika.co.id agar mampu menjaga
objektivitas pemberitaan dan posisi netral

dalam menyampaikan berita atau informasi.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan
atau menambah khazanah pengetahuan,
memperkaya wawasan yang luas dan
memberikan | kontribusi' 'hagi penulis sendiri
maupun . mengenai media = massa dalam
mengembangkanilmu kejurnalistikan.

b. Menambahkan kepustakaan dan sebagai
sumbangan  pemikiran  mengenai  riset
kejurnalistikan khususnya media Kompas dan
Republika.



2. Manfaat Praktis

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi
masukan atau wawasan baru dalam peliputan
berita. Dijadikan sebagai landasan atau
pedoman dalam khazanah pengembangan
dunia kejurnalistikan Islam dan sebagai
cermin  media yang bermartabat dan
bertanggung-jawab kepada publik.

b. Hasil penelitian ini  diharapkan dapat
membawa pencerahan, bahan evaluasi dan
pertimbangan pada media dalam menjaga
objektivitas pemberitaan dan posisi netral
dalam menyampaikan berita sesuai etika
keislaman.

c. Bagi pembaca, melalui penelitian ini
diharapkan dapat meningkatkan sikap Kkritis
terhadap sebuah pemberitaan di.media massa

Khususnya media online.

E. TinjavanPustaka

Tinjauan atau kajian pustaka dalam penelitian
ini membantu peneliti  untuk mengidentifikasi
penelitian  terdahulu, sehingga peneliti  dapat
melakukan pembedaan antara penelitiannya dengan
penelitian tersebut. Reinard menyebutkan, tujuan dari

kajian pustaka salah satunya yakni membantu



menemukan keyakinan mengenai posisi penelitian
yang sedang dilakukan di antara penelitian-penelitian
lain yang sudah ada sebelumnya, sambil
mengemukakan catatan kritis terhadap penelitian yang
sudah ada, baik berkenaan dengan prosedur penelitian

maupun yang digunakan.®

Untuk menghindari adanya kesamaan antara
penelitian yang akan penulis kaji dengan berbagai
penelitian sebelumnya, maka penulis melakukan
kajian pustaka dengan melihat berbagai karya ilmiah
berupa skripsi, jurnal, atau artikel yang memiliki
keterkaitan dengan apa yang akan penulis kaji. Hal ini
dilakuakan  sebagai perbandingan  sekaligus
mempertegas bahwa penelitian yang akan penulis
lakukan belum pernah dilakukan oleh orang lain.

Ada beberapa karya ilmiah yang penulis pakai
sebagai ' perbandingan. Berikut ini adalah beberapa
penelitian’ yang  digunakan— peneliti ~sebagai telaah
pustaka.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hariyono
Penelitian yang dilakukan Hariyono
berjudul “Framing Jurnalistik dalam Kebebasan

Pers Perspektif Islam Studi Berita Terorisme di

® Prawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta: PT.
LKIiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007), him. 82.
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Kompas.com dan Republika.co.id” Jurusan
Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, tahun 2018. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa dari kedua media online
baik media Kompas.com dan Republika.co.id
memiliki framing yang tidak jauh beda dalam
memberikan gambaran kepada pembaca, akan
bahayanya paham radikalisme dan terorisme.
Serta ada pelanggaran kode etik jurnalistik dan
melihat dari tujuannya, Kompas.com dan
Republika.co.id  dalam memberitakan,
menggambarkan terorisme, pesan yang ingin
disampaikan adalah semua agama mengajarkan
kedamaian termasuk juga Islam, adalah agama
rahmatan lil alamin. Dalam penelitiannya
Hariyono ; menggunakan: pisau- analisis framing
model ' Zhondang Pan dan Gerald = M. Kosicki,
dari. keduanya dilihat persamaan dan perbedaan
secara deskriptif. Hasil dari analisis dan
komparasi, ditinjau dengan etika jurnalistik
perspektif komunikasi Islam. Adapun metode
penelitian yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif.”

" Hariyono, Framing Jurnalistik dalam Kebebasan Pers
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Persamaan penelitian Hariyono dengan
penelitian yang penulis kaji ada pada subyek
penelitian, yakni sama-sama pada laman media
Kompas.com dan Republika.co.id. Sementara
perbedaan penelitian Hariyono dengan penelitian
yang penulis kaji adalah pada teori yang
digunakan. Penelitian Hariyono menggunakan
teori model Zhondang Pan dan Gerald M.
Kosicki, sementara penelitian yang penulis kaji
menggunakan teori framing model Robert N.
Entmant.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faizal Difa
Ramadhan Putra.

Penelitian Faizal berjudul “Framing
Kasus Dugaan Makar Kejadian 2 Desember 2016
pada SKH Kompas dan Republika”  Jurusan
Komunikasi. ~dan- Penyiaran - Islam, Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN ‘Sunan Kalijaga
Yogyakarta, - tahun. -2018. . Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa frame Kompas terhadap
kasus dugaan makar adalah kasus hukum. Polisi
masih mengembangkan kasus dan mencari bukti

lainnya, sumber masalah terhadap pada

Perspektif Islam Studi Berita Terorisme di Kompas.com dan
Republika.co.id, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran
Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2018)



12

perencanaan aksi makar dengan penekanan
penyelesaian berhati-hati dalam penangkapan
tersangka. Sedangkan Republika membingkai
kasus dugaan makar adalah kasus hukum yang
bersumber pada rapat gelap dengan tujuan
menggulingkan pemerintahan yang sah. Dengan
penekanan  penyelesaian  Republika  yakni
penindakan tegas terhadap tersangka makar.®
Persamaan penelitian Faizal dengan
penelitian yang penulis kaji ada pada teori yang
digunakan, yakni sama-sama memakai model
Robert N. Entmant. Sementara perbedaannya ada
pada subjek dan objek. Subyek penelitian Faizal
pada media cetak SKH Kompas dan SKH
Republika, sementara penelitian yang penulis kaji
pada media online  Kompas.com dan
Republika.co.id.. ‘Objek  penelitian- Faizal frame
mengenai pemberitaan kasus ‘dugaan makar,
sementara penelitian-yang penulis kaji mengenai
pemberitaan  perpanjangan izin  organisasi

masyarakat Front Pembela Islam.

® Faizal Difa Ramadhan Putra, Framing Kasus Dugaan Makar
Kejadian 2 Desember 2016 pada SKH Kompas dan Republika. Skripsi
(Yogyakarta: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2018)
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Arina

Luthfiana Defi

Penelitian Arina berjudul “Jurnalisme
Empati dalam Pemberitaan Pengakuan Trump
Atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel (Analisis
Framing Pada SKH Republika Edisi Desember
2017)” Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam,
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, tahun 2018. Hasil penelitian
tersebut menyimpulkan bahwa framing SKH
Republika terhadap pemberitaan pengakuan
Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel
lebih menekankan bahwa keputusan Trump telah
menambah rentetan konflik yang terjadi antara
Israel dan Palestina. Keputusan tersebut dianggap
sebagai keputusan sepihak dan tidak mendasar.
SKH: Republika ~mem-framing ; pemberitaannya
dengan  menempatkan Donald ‘Trump sebagai
aktor yang. bersalah. Penelitian Arina tersebut
menggunakan  metode analis framing model
Robert N. Entmant. Setelah ditemukan framing,
kemudian data yang telah dianalisis diarahkan

kepada analisa mengenai jurnalisme empati. °

% Arina Luthfiana Defi, Jurnalisme Empati dalam Pemberitaan
Pengakuan Trump Atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel (Analisis
Framing Pada SKH Republika Edisi Desember 2017) Skripsi
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Persamaan penelitian  Arina dengan
penelitian yang penulis kaji adalah sama-sama
menggunakan pisau bedah framing model Robert
N. Entmant. Sementara subjek dan objek
penelitiannya berbeda. Subjek penelitian Arina
adalah media cetak SKH Republika, sementara
subjek penelitian yang penulis kaji adalah laman
media online Kompas.com dan Republika.co.id.
Objek penelitian Arina framing dan penerapan
jurnalisme empati dalam pemberitaan mengenai
pernyataan Trump atas Yerusalem sebagai ibu
kota Israel di SKH Republika edisi Desember
2017, sementara objek penelitian yang penulis
kaji adalah framing pemberitaan Kompas.com
dan Republika.co.id mengenali perpanjangan izin
Front Pembela Islam Edisi Juni-Agustus 2019.

F. KerangkaTeori
Pengertian teori. merupakan . serangkaian
konsep, 1 baik ‘definisi |.dan. proposisi/ yang saling
memiliki keterkaitan dan tujuan satu sama lain, untuk
memberikan gambaran yang sistematis tentang

fenomena.'® Teori dalam pemahaman yang lain

(‘Yogyakarta: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2018)

10 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei, (Jakarta:
LP3ES, 1989), him. 48
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adalah sekumpulan dalil yang berkaitan secara
sistematis yang menyebabkan adanya hukum
kausalitas di antara variabel-variabel.®*  Jadi,
pembahasan dalam landasan teori ini merupakan
teori-teori yang digunakan juga memiliki keterkaitan
dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti,
diantaranya :

1. Konsep Framing

Analisis framing adalah studi yang mendalam
untuk pengkajian bagaimana isi teks berita pada
media yang ditampilkan kepada khalayak. Analisis
framing adalah versi terbaru dari pendekatan alanalisi
wacana, khusunya untuk menganalisis teks media.
Gagasan tentang framing awalnya dilontarkan oleh
Beterson pada tahun 1955.%

Pada awalnya frame dimaknai sebagai struktur
konseptual ;<dan ; perangkat /; kepercayaan yang
mengorganisasi. pandangan politik,  kebijakan dan
wacana,. serta yang menyediakan--kategori-kategori
standar untuk mengapresiasi relaitas. Konsep ini
kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman

pada tahun 1974, yang mengandaikan frame sebagai

1 james A. Black & Dean J. Champion, Metode dan Masalah
Penelitian Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2009), him. 50.

12 Agus Sudibyo, Citra Bung Karno, Analisis Berita Pers Orde
Baru (Yogyakarta, 1999), him. 23.
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kepingan-kepingan perilaku yang membimbing
individu dalam membawa realitas.™

Sebagai sebuah konsep, framing sendiri bukan
murni ilmu komunikasi, melainkan dipinjam dari ilmu
kognitif (psikologi). Dalam praktiknya, analisis
framing juga membuka peluang bagi implementasi
konsep-konsep sosiologi, politik dan kultural yang
melingkupinya. Dalam  perspektif  komunikasi,
framing digunakan untuk membedah cara-cara atau
ideologi media saat mengkonstruksi fakta.

Framing adalah pendekatan untuk melihat
bagaimana media mengontruksi sebuah realitas dan
menekan beberapa aspek dari berita yang sekiranya
penting dan menghilangkan beberapa aspek yang
sekiranya oleh media dianggap tidak penting. Proses
pembentukan dan konstruksi realitas itu hasil
akhirnya jadalah. adanya: bagian, tertentu dan realitas
yang lebih. menonjol ‘dan lebih. mudah dikenal.
Akibatnya khalayak: lebih mudah -mengingat aspek-
aspek tertentu yang disajikan secara menonjol. Aspek-
aspek yang tidak ditonjolkan oleh media atau tidak
diberitakan akan terlupakan dan tidak mendapat
perhatian dari khalayak. Framing adalah sebagai

3 Agus Sudibyo, Politik Media dan Pertarungan Wacana,
(Yogyakarta: LKiS. 2001), him. 219.
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sebuah cara dimana media menyajikan peristiwa.'*
Peristiwa disusun sebagai kehendak media sehingga
akan mempengaruhi sudut pandang dari khalayak.
Selain itu, framing adalah sebuah pendekatan dimana
seorang wartawan menyeleksi isu dan menulis berita
dengan sudut pandang sesuai yang diinginkan media.

Framing memiliki dua aspek penting. Pertama,
memilih fakta atau realitas. Proses memilih fakta ini
berdasarkan dari asumsi, wartawan tidak mungkin
melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam melihat
fakta terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih
(include) dan apa yang dibuang (exclude). Penekanan
aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih angel
tertentu  dan  melupakan faktor yang lain
memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek
yang lain. Akibatnya pemahaman dan konstruksi atas
suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media
dengan'media lainnya.

Kedua, « rmenuliskan fakta. , Proses ini
berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu
disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan
dengan kata, kalimat dan proporsi apa, dengan
bantuan aksentuasi foto dan gambar apa dan

1 Eriyanto. Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik
Media. (Yogyakarta: LKiS, 2012), him. 66.



18

sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih
tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat
tertentu.
2. Proses Pembentukan dan Produksi Media
Proses framing berkaitan erat dengan rutinitas
dan konvensi profesional jurnalistik.'® Proses framing
tidak dapat dipisahkan dari strategi pengolahan dan
penyajian informasi dalam presentasi media, dengan
kata lain proses framing merupakan bagian yang
integral dari proses redaksional media massa.
Dominasi  sebuah frame dalam wacana berita
bagaimanapun berkaitan dengan proses produksi
berita yang melibatkan unsur-unsur redaksional:
reporter, redaktur dan lain-lain. Dalam konteks ini,
awak media lazim menguraikan gagasannya,
menggunakan gaya bahasanya sendiri, serta
memparafrasekan .dan-membatasi pernyataan sumber
berita. Di lain waktu, mereka juga menjabarkan frame
interpretative mereka sendiri, serta retorika-retorika
yang menyiratkan keberpihakan atau kecenderungan
tertentu.’® Berita tidak dibentuk dengan sendirinya,
namun berita terbentuk dengan peran aktif dari
pembuat berita. Peristiwa yang begini banyak, tidak

5 Agus Sudibyo. Politik Media dan Pertarungan Wacana.
(Yogyakarta: LKiS. 2001) him. 220.
' Ibid, him. 224.
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beraturan dan acak, disederhanakan dan dibuat
permakna oleh pembuat berita, yaitu wartawan.
Semua proses tersebut melibatkan proses penafsiran
dari pembuat berita.

Selain  meliput wartawan juga harus
mengesahkan hasil liputannya kepada khalayak. Maka
dari itu seorang wartawan tentu terlibat dalam proses
konstruksi realitas, yaitu menyusun fakta, memilih
dan dikumpulkan menjadi satu bentuk laporan
jurnalistik berupa berita (news), karangan khas
(feature), atau dalam gabungan keduanya. Karena
menceritakan berbagai kejadian dan peristiwa itulah,
maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa isi media
adalah realitas dikonstruksikan (constructed reality).
Laporan-laporan jurnalistik di media pada dasarnya
tidak lebih dari hasil penyusunan realitas-realitas
dalam:bentuk sebuah cerita."’

Proses pembentukan berita merupakan proses
yang -fumit- dan banyak faktor-yang berpotensi
mempengaruhi. Oleh sebab itu, niscaya akan terjadi
pertarungan dalam memaknai realitas presentasi
media. Yang disajikan media pada dasarnya
merupakan akumulasi dari pengaruh yang beragam.

7 Alex Sobur, Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk

Analisis Wacana, Semiotik & Framing, (Bandung: Rosdakarya, 2012),

him. 89
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Pamela J. Shoemaker dan Stephen D Reese,
meringkas berbagai faktor yang mempengaruhi
pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan.
Pertama, faktor individual. Di level individual melihat
bagaimana aspek-aspek personal yang berada dalam
media mempengaruhi pemberitaaan yang akan
ditampilkan kepada khalayak. Latar belakang individu
seperti jenis kelamin, umur, agama atau bahkan
kedekatan emosional terhadap sumber berita yang
akan dipengaruhi apa yang akan ditampilkan di
media. Kedua, rutinitas media. Berhubungan dengan
mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media
umumnya punya ukuran tersendiri tentang apa yang
disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik atau
kriteria kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah
rutinitas yang berlangsung setiap hari dan menjadi
prosedur standar. bagi-pengelola media yang berada di
dalamnya. ' Ketiga, level organisasi. Berhubungan
dengan-struktur organisasi shipotetik mempengaruhi
media pemberitaan pengelola media dan wartawan
bukanlah orang tunggal yang berada dalam organisasi
tersebut. Masing-masing organisasi media bias jadi
mempunyai kepentingan. Keempat, level ekstra
media. Faktor ini berhubungan dengan faktor yang

diluat lingkungan media. Antara sumber Dberita,
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penghasilan, pemerintah, lingkungan bisnis, pasar dan
lain sebagainya. Kelima, level ideologi. Ideologi
disini diartikan sebagai karangan berpikir atau
kerangka refrensi tertentu yang dipakai oleh individu
untuk melihat realitas dan bagaimana mereka
menghadapinya. Elemen ini bersifat abstrak, ia
berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang
dalam menafsirkan realitas.

Berita dalam pandangan Fishman, bukanlah
refleksi atau distorsi realitas yang seakan berada di
luar sana. Titik perhatian tentu saja bukan apakah
berita merefleksikan realitas. Tetapi berita adalah apa
saja bukan apakah berita merefleksikan realitas.
Tetapi berita adalah apa yang pembuat berita buat.
Hal itu selaras dengan penekanan pembentukan berita
(creation of news). Dalam perspektif ini, peristiwa
bukan. -diseleksi, . melainkan: rsebaliknya, dibentuk
(dikonstruksi).

Menurut. Fishman, ada .dua kecenderungan
studi bagaimana proses produksi berita dilihat.'®
Dalam bentuknya yang umum, pandangan ini
seringkali melahirkan teori seperti gatekeeper.

Intinya, proses produksi berita adalah proses seleksi.

18 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik
Media, (Yogyakarta: LKiS, 2002), him. 68.
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Pandangan ini mengandaikan seolah-olah ada realitas
yang benar-benar riil berada di luar diri wartawan.
Realitas yang riil itulah yang akan diseleksi oleh
wartawan untuk kemudian dibentuk dalam sebuah
berita. Pandangan kedua adalah pendekatan
pembentukan berita (creation of news). Perspektif ini
dianggap peristiwa bukan diseleksi, melainkan
sebaliknya, dibentuk. Wartawanlah yang membentuk
peristiwa, mana yang disebut berita mana yang tidak.
Peristiwva dan realitas bukan diseleksi, melainkan
direasi oleh wartawan. Titik perhatian terutama
difokuskan dalam rutinitas dan nilai-nilai kerja
wartawan yang memproduksi berita tertentu.

Tahap paling awal dari produksi berita adalah
bagaimana wartawan mempersepsi peristiwa atau
fakta yang akan diliput. Wartawan menentukan
batasan-batasan mana yang.dianggap berita dan mana
yang tidak. Berita adalah hasil akhir dari proses
memilah-milah- peristiwa, .realitas- menentukannya
dengan tema-tema tertentu dalam suatu kategori
tertentu. Setiap hari tentu ada banyak sekali fakta dan
peristiwa yang terjadi di dunia ini dan bisa dijadikan
berita. Semua peristiwa tidak serta merta menjadi
berita karena terdapat batasan-batasan tertentu yang

disediakan dan dihitung, mana berita mana bukan
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berita. Berita, dikarenakan peristiwa yang ditentukan
sebagai berita, bukan peristiwa itu sendiri.

Setiap peristiwa tidak lantas disebut berita,
tetapi ia harus dinilai terlebih dahulu apakah peristiwa
tersebut memenuhi kriteria nilai berita. Nilai-nilai
berita menentukan bukan hanya peristiwa apa saja
yang akan diberitakan, melainkan juga bagaimana
peristiwa  tersebut dikemas. Nilai  jurnalistik
menentukan bagaimana peristiwa  didefinisikan.
Ketika seorang wartawan mengatakan sebagai berita,
peristiwva diseksi menurut aturan-aturan tertentu.
Hanya peristiva yang mempunyai ukuran-ukuran
tertentu saja yang layak dan bisa dibuat berita. Ini
merupakan prosedur pertama dari bagaimana berita
dikonstruksi. Tidak semua aspek dari peristiwa juga
dilaporkan, ia juga harus dinilai terlebih dahulu.
Bagian itulah yang terus menerus ditaporkan.*

Sebuah peristiwa disebut memiliki nilai berita
dan- layak diberitakan apabila itu -mengandung satu
atau beberapa unsur kelayakan atau nilai berita.

Unsur-unsur tersebut antara lain:

¥ 1bid, him. 102.
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. Significant (penting)

Yakni kejadian berkemungkinan
mempengaruhi  kehidupan orang banyak
atau kejadian yang mempunyai akibat
terhadap kehidupan pembaca.

. Magnitude (besaran)

Adalah kejadian yang menyangkut angka-
angka yang berarti bagi kehidupan orang
banyak atau kejadian yang berakibat yang
bisa dijumlahkan dalam angka yang menarik
buat pembaca.

. Timesline (waktu)

Yaitu kejadian yang menyangkut hal-hal
baru terjadi atau baru diketemukan.

.. Proximity (dekat)

Yakni kejadian yang dekat dengan pembaca.
Kedekatan -bisa . bersifat ; geografis atau
kedekatan emasional.

Prominence (ketenangan)

Yakni menyangkut menyangkut hal-hal
yang terkenal atau sangat dikenal oleh

pembaca.



25

f.  Human Interest (manusiawai)
Adalah kejadian yang memberi sentuhan
perasaan bagi pembaca, kejadian yang
menyangkut bagi orang biasa dalam situasi
luar biasa atau orang besar dalam situasi

biasa.

3. Teori tentang Jurnalistik Online
Dilihat dari segi bentuk dan pengelolaannya,
jurnalistik dibagi ke dalam tiga bagian besar:
jurnalistik media cetak (news paper and magazine
journalism), jurnalistik media elektronik auditif (radio
broadcast and journalism), jurnalistik media
audiovisual (television journalism). Jurnalistik media
cetak meliputi  jurnalistik surat kabar harian,
jurnalistik surat kabar mingguan, jurnalistik tabloid
harian, jurnalistik tabloid mingguan dan jurnalistika
majalah; Jurnalistik ;media. elektronikauditif adalah
jurnalistik radio. siaran. Jurnalistik media audiovisual
adalah-jurnatistik televisi- siaran dan-jurnalistik media

online (internet).”

20 AS Haris Sumadiria. Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita
dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional. (Bandung: Simbiosa
Rekatama Media, 2008), him. 4.


https://www.belbuk.com/jurnalistik-indonesia-menulis-berita-dan-feature-panduan-praktis-jurnalis-profesional-p-19522.html
https://www.belbuk.com/jurnalistik-indonesia-menulis-berita-dan-feature-panduan-praktis-jurnalis-profesional-p-19522.html
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Pengertian jurnalistik online terkait banyak
istilah, yakni jurnalistik, online, internet, dan website.
Romli  dalam  bukunya, Jurnalistik  Online,
menerangkan ketiga pengertian tersebut. Jurnalistik
dipahami sebagai proses peliputan, penulisan, dan
penyebaran informasi (aktual) atau berita melalui
media massa. Secara ringkas dan praktis, jurnalistik
bisa diartikan sebagai memberitahukan sebuah
peristiwa.

Jurnalistik online juga tidak mengenal tenggat
waktu (deadline) sebagaimana dikenal di media cetak.
Dealine bagi jurnalistik online-dalam pengertian
publikasi 'paling lambat adalah “beberapa menit
bahkan detik setelah kejadian berlangsung. Jurnalistik
online dicirikan sebagai praktik jurnalistik yang
mempertimbangkan  beragam  format = media
(multimedia)- ; suntuk- ; ;menyusun;isi  liputan
memungkinkan. terjadinya interaksi: antara jurnalis
dengan-audien dan menghubungkan-berbagai elemen

berita dengan sumber-sumber online yang lain.?

2 Asep Syamsul M. Romli.. Jurnalistik Online: Panduan
Mengelola Media Online. (Bandung. : Nuansa Cendikia, 2012), him. 14.
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Jurnalistik media online merupakan jurnalistik
terbaru yang hadir setelah jurnalistik cetak, radio dan
televisi. Perbedaan utama dari Kketiga bentuk
jurnalistik (cetak, radio, televisi) dengan jurnalitik
media online adalah kecepatan dalam penyampaian
informasi kepada khalayak, kemudian akses, bisa di-
update dan dihapus kapan saja, serta bisa berinteraksi
dengan pembaca atau pengguna (user).

Jurnalistik Online (online media) disebut juga
cybermedia (media siber), internet media (media
internet), dan new media (media baru), dapat diartikan
sebagai media yang tersaji secara online di situs web
(website) internet. Media online bisa diartikan sebagai
media generasi ketiga setelah media cetak (printed
media) seperti, koran, tabloid, majalah, buku-buku.
Dan media elektronik (electronic media) seperti radio,
televisi, dan. film/video. ; IMedia-ontine merupakan
produk-jurnalistik online atau cyber journalism yang
didefinisikan-sebagai “pelaporan: fakta atau peristiwa
yang diproduksi dan didistribusikan  melalui

internet”.??

22 1bid, him. 30.



28

Media Online dipahami sebagai keadaan
konektivitas (ketersambungan) mengacu pada internet
atau world wide web (www). Online merupakan
bahasa internet yang berarti informasi dapat diakses
dimana saja dan kapan saja selama ada jaringan
internet (konektivitas). Dalam perspektif studi media
atau konsumsi massa, media online menjadi objek
kajian teori media baru (new media), yaitu istilah
yang mengacu pada permintaan akses ke konten
(isi/informasi) kapan saja, diman saja, pada setiap
prangkat digital serta umpan balik pengguna
interaktif, partisipasi kreatif, dan pembentukan
komunitas sekitar konten media, juga aspek generasi
real-time.”®
. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis" ' penelitian ' 'yang digunakan dalam
penelitian /ini adalah analisis dengan menggunakan
pendekatan  kualitatif-deskriptif. Dalam penelitian
kualitatif, sebagai penelitian yang jamak dilakukan
olenh peneliti lain, maka penelitian ini tidak

menggunakan suatu sampel dari populasi. Karena

28 1bid. him. 31.
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penelitian kualitatif ini tidak berangkat dari teori
melainkan dari fenomena yang riil.**

Penelitian ini juga ada kaitannya dengan suatu
perilaku seseorang dan peranan manusia, Yyaitu para
pelaku industri. Dengan demikian, penelitian ini juga
akan berisi tentang analisis teks dan isi ataupun
penelusuran sejarah serta studi kepustakaan (library
research) yaitu menghimpun data dari berbagai
literatur : baik berupa buku, majalah, jurnal, atau
bahan tertulis lainnya guna menemukan teori, prinsip,
dalil, atau gagasan yang akan digunakan sebagai pisau
analisis untuk menyelesaikan suatu masalah.”

2. Subyek dan Objek Penelitian

Subyek " penelitian adalah tempat  kita
memperoleh keterangan penelitian. Subyek penelitian
dapat berupa seseorang atau sesuatu yang merupakan
sumber - penghasil . keterangan.. Adapun yang menjadi
subjek dalam penelitan ini adalah laman Kompas.com
dan- Republika.co.id - yang berisi .pemberitaan-
pemberitaan yang berkaitan dengan perpanjangan izin
organisasi masyarakat Front Pembela Islam. Peneliti

membatasi waktu pemuatan berita, yakni dalam kurun

2 pawito. Ph. D, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta:
LKiS, 2007), him. 73.

% Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial,
(YYogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), him. 33.
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waktu Juni-Agustus 2019, karena pemberitaan
mengenai hal tersebut terjadi di kurun bulan tersebut.
Pembatasan waktu juga bertujuan agar memudahkan
peneliti  dan  pembaca  memahami  duduk
permasalahannya.

Objek penelitian adalah masalah apa yang
ingin diteliti, atau masalah yang dijadikan sebagai
objek penelitian, yaitu suatu masalah yang harus
dipecahkan atau dibatasi melalui penelitian. Objek
dalam penelitian ini adalah framing pemberitaan
mengenai perpanjangan izin organisasi masyarakat
Front Pembela Islam (FPI) di Kompas.com dan
Republika.co.id Edisi Juni-Agustus 2019.

3. Sumber Data
a. Data Primer

Data primer atau data utama dalam
penelitian ini adalah teks-teks berita - mengenai isu
perpanjangan izin ‘Front Pembela: Islam (FPI)
yang (ada./ di [laman |»Kompas.com dan
Republika.co.id periode bulan Juni hingga
Agustus 20109.

Adapun teks berita yang dipilih dalam
penelitian ini terdiri dari 10 (sepuluh) berita dari
masing-masing laman. Sehingga total teks yang
diteliti berjumlah 20 (dua puluh) berita, yaitu :
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a. Laman Kompas.com

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Mendagri Sebut FPl Belum Ajukan
Perpanjangan Izin Organisasi (Edisi 20
Juni 2019)

Mendagri Sebut Permohonan lzin FPI
Sedang Diurus (Edisi 24 Juni 2019)
Kemendagri: Hoaks, Isu Kemendagri
Tolak Perpanjangan Izin FPI (Edisi 10
Juli 2019)

Polri Masih Analisis Izin Perpanjangan
FPI (Edisi 17 Juli 2019)

Izin FP1 Belum Tentu Terbit Sekalipun
Penuhi Syarat, Apa Alasannya? (Edisi
16 Juli 2019)

Wiranto: Pemerintah Dalami Rekam
Jejak Sebelum Perpanjang Izin FPI
(Edisi; 19 Juli 2019)

Kata Jokowi, Izin FPI Mungkin Tak
Diperpanjangjika, Tak Sejalan dengan
Negara (Edisi 28 Juli 2019)

Soal FPI, MenhanBilang "Kalau Tak
Sejalan dengan Pancasila Tak Usah di
Sini" (Edisi 29 Juli 2019)
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9) Wapres: Kalau FPI Penuhi Syarat
Boleh Diperpanjang, Tidak Ada
Diskriminasi (Edisi 30 Juli 2019)

10) Ketua Komisi Il Yakin Kemendagri
Perpanjang Izin FPI kalau Penuhi
Syarat (2 Agustus 2019)

b. Laman Republika.co.id

1) lIzin FPI Habis Hari ini, Mendagri:
Belum Ajukan Perpanjangan (Edisi 20
Juni 2019)

2) Kemendagri Evaluasi Perpanjangan Izin
FPI (Edisi 24 Juni 2019)

3) Kemendagri — Klarifikasi  Penolakan
Perpanjangan lzin FPI (Edisi 10 Juli
2019)

4) Wiranto: Belum Diputuskan lzin FPI
Dilanjutkan .atau  Tidak: (Edisi 19 Juli
2019)

5)- JK Tegaskan, Pefrpanjangan lzin FPI
Harus Sesuai Aturan (Edisi 30 Juli
2019)

6) Ulil Soal FPI: Meski tak Setuju, Tetap
Harus Diberi Ruang (Edisi 1 Agustus
2019)
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7) Kemendagri Bentuk Tim  untuk
Evaluasi AD/ART FPI (Edisi 2
Agustus 2019)
8) Surat lzin tak Kunjung Keluar, Ini
Dugaan FPI (Edisi 7 Agustus 2019)
9) FPI: Bukan tidak Terdaftar, SKT
Masih dalam Proses (Edisi 9 Agustus
2019)
10) Pemerintah Tegaskan FPI Tetap Boleh
Berkegiatan (Edisi 9 Agustus 2019)
b. Data Sekunder
Data sekunder yang akan digunakan
dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari
buku, artikel dan berbagai karya ilmiah berupa
jurnal, skripsi atau disertasi yang berkaitan dengan
penelitian ini.
.« Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan , teknik, pengumpulan  data
dokumentasi. Dokumentasi yang dijadikan data
adalah teks-teks berita di Kompas.com dan
Republika.co.id Edisi Juni-Agustus 2019 yang
berkaitan dengan perpanjangan izin organisasi
masyarakat Front Pembela Islam (FPI). Jumlah

total teks-teks berita di laman Kompas.com yang
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isinya mengenai perpanjangan izin organisasi
masyarakat Front Pembela Islam (FPI) berjumlah
25 berita. Sementara di laman Republika.co.id
berjumlah 18 berita. Dari jumlah tersebut diambil
10 berita dari masing-masing laman. Sehingga
teks berita yang diteliti berjumlah 20 Dberita.
Pemilihan berita berdasarkan bulan penerbitan
berita, keterwakilan dengan inti masalah
pemberitaan dan judul berita yang menyertakan
nama narasumber. Berdasarkan bulan penerbitan,
Kompas.com bulan Juni 2 berita, Juli 7 berita,
Agustus 1 berita. Sementara pada Republika.co.id

bulan Juni 2 berita, Juli 3 berita, Agustus 5 berita.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dipakai
adalah analisis framing. Analisis framing dipakai
karena berguna dalam. membedah cara-cara atau
ideclogi media: saat mengontruksi realitas.
Analisis-ini._bekerja-dengan, mencermati strategi
seleksi, penonjolan dan pertautan fakta ke dalam
berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih
berarti, atau lebih diingat, untuk menggiring
khalayak sesuai perspektifnya.?®

% Alex Sobur, Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk
Analisis Wacana, Semiotik & Framing, (Bandung: Rosdakarya, 2012),

him. 162.
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Analisis framing yang dipakai adalah
analisis framing model Robert N. Entman. Proses
framing adalah bagian tak terpisahkan dari
bagaimana awak media mengonstruksi realitas.
Framing berhubungan erat dengan proses editing
(penyuntingan) yang melibatkan semua pekerja di
bagian keredaksian. Reporter di lapangan
menentukan siapa yang diwawancarainya dan
siapa yang tidak, serta pertanyaan apa yang akan
diajukannya dan apa yang tidak. Redaktur yang
bertugas di desk yang bersangkutan, dengan
maupun tanpa berkonsultasi dengan redaktur
pelaksana atau redaktur umum, menentukan
apakah laporan si reporter akan dimuat ataukah
tidak dan mengarang judul apa yang akan
diberikan. Petugas tata muka dengan atau tanpa
berkonsultasi ,dengan, para redaktur- menentukan
apakah teks berita itu perlu diberi aksentuasi oleh
suatu foto karikatur-atau bahkan ilustrasi mana
yang dipilih.?’

Konsep framing oleh Entman digunakan
untuk menggambarkan proses seleksi dan

penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh

27 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik
Media, (Yogyakarta: LKiS, 2002), him. 221.
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media. Framing dapat dipandang sebagai
penempatan informasi-informasi dalam konteks
yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan
alokasi lebih besar daripada isu yang lain.®
Framing memeberikan tekanan lebih pada
bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan
bagian mana yang ditonjolkan/dianggap penting
oleh pembuat teks. Karena kemenonjolan adalah
produk interaksi antara teks dan penerima,
kehadiran frame dalam teks bisa jadi tidak seperti
yang dideteksi oleh peneliti, khalayak sangat
mungkin mempunyai pandangan apa yang dia
pikirkan atas suatu teks dan bagaimana teks berita
tersebut dikonstruksi dalam pikiran khalayak.?”
Dalam model analisis framing Robert N.
Entman, Entman menekankan framing dari dua
aspek penting, yaitu seleksi /isudan penonjolan
aspek-aspek = tertentu dari realitas/ atau isu.
Kerangka model Entman, sebagai berikut:*

28 1bid, him. 220.
2 1bid, him. 220.
% 1bid, him. 221.
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Tabel 1 : Perangkat Framing Robert N. Entman

Seleksi Isu

Aspek ini berhubungan dengan
pemilihan fakta. Dari realitas
yang kompleks dan beragam itu,
aspek mana yang diseleksi untuk
ditampilkan? Dari proses ini
terkadang di dalamnya ada
bagian berita yang dimasukkan
(included), tetapi ada yang
dikeluarkan (excluded). Tidak
semua aspek atau bagian dari isu
ditampilkan, wartawan memilih

aspek tertentu dari suatu isu.

Penonjolan
Aspek

Aspek ini berhubungan dengan
penelitian fakta. Ketika aspek
tertentu dari isu tertentu suatu
peristiwa atau.isutersebut telah
dipilih, bagaimana aspek tersebut
ditulis? Hal ini sangat berkaitan
dengan pemakaian kata, kalimat,
gambar dan cerita tertentu untuk
ditampilkan kepada khalayak.

Sumber: Eriyanto, 2002: 222-223



38

Konsepsi Entman pada dasarnya merujuk
pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan
rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekan
kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa
yang diwacanakan.*

Tabel 2: Konsepsi Framing Robert N. Entman

Define Problem Bagaimana suatu
(Pendefinisian peristiwa/isu dilihat?
Masalah) Sebagai apa? Atau

sebagai masalah apa?

Diagnouse Causes Peristiwva itu  dilihat
(Memperkirakan disebabkan oleh apa?
masalah atau sumber | Apa . yang  dianggap
masalah) sebagai penyebab dari
suatu masalah? Siapa

aktor yang dianggap

sebagai penyebab
masalah?
Make Maral | Nilai /moral apa: yang
Judgement disajikan untuk

(Membuat keputusan | menjelaskan  masalah?

moral) Nilai moral apa yang
dipakai untuk
melegitimasi atau

% 1bid, him. 223.



mendelegitimasikan

suatu tindakan?

Treatment
Recommendation
(Menekankan

penyelesaian)

Penyelesaian apa yang
ditawarkan untuk
mengatasi masalah/isu?

Jalan apa yang

39

ditawarkan dan harus
ditempuh untuk

mengatasi masalah?

Sumber: Eriyanto, 2002: 222-223

Tabel di atas, dijelaskan dalam buku
Analisis Framing, Eriyanto sebagai berikut:
Define problem (pendefinisian masalah) adalah
elemen yang pertama kali dapat dilihat mengenai
framing. Elemen ini merupakan  master
frame/bingkai yang paling utama. la menekankan
bagaimana ‘peristiwa dipahami oleh wartawan.
Ketika ada masalah, atau peristiwa, bagaimana
atau isu tersebut dipahami. Peristiwa yang sama
dapat dipahami secara berbeda. Dan bingkai yang
berbeda ini, akan menyebabkan realitas bentukan

yang berbeda.
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2. Diagnosis causes (memperkirakan penyebab
masalah), merupakan elemen framing untuk
membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor
dari suatu peristiwa. Penyebab disini bias berarti
apa (what), tetapi bias juga berarti siapa (who).
Bagaimana peristiwa itu dipahami, tentu saja
menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai
sumber masalah. Masalah yang dipahami
berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung
akan dipahami secara berbeda pula.

3. Make moral judgement (membuat pilihan moral)
adalah elemen framing yang dipakai untuk
membenarkan/memberi argumentasi pada
pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika
masalah sudah ditentukan, penyebab masalah
sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi
yang: kuat untukmendukung -gagasan tersebut.
Gagasan yang dikutip berhubungan_dengan yang
familiar-dan dikenal oleh khalayak.

4. Treatment recommendation (menekankan
penyelesaian). Elemen ini dipakai untuk menilai
siapa yang dikehendaki oleh wartwan. Jalan apa
yang dipilih untuk menyelesaikan masalah.

Penyelesaian itu tentu saja sangat bergantung
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pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa

yang dipandang sebagai penyebab masalah.
H. Sistematika Pembahasan

Untuk  mempermudah  pembahasan  dari
keseluruhan isi  penelitian ini, maka peneliti menyusun
sistematika pembahasan. Tujuannya untuk menunjukan
suatu totalitas dalam pembahasan penelitian selanjutnya.
Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai
berikut:

BAB I. Berisi tentang latar belakang masalah,
dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, tinjauan pustaka, kerangka atau landasan
teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB Il. Tentang gambaran umum media
Kompas.com dan Republika.co.id, yang meliputi tentang
sejarah perkembangan, visi-misi dan karakteristik media
serta susunan redaksi.

BAB lll. " Adalah- inti  pembahasan analisis
framing dan komparasi'pemberitaan di'Kompas.com dan
Republika.co.id, meliputi daftar berita, deskripsi
pemberitaan perpanjangan izin organisasi masyarakat
Front Pembela Islam, analisis framing dan perbandingan
framing pemberitaan tentang perpanjangan izin

organisasi masyarakat Front Pembela Islam pada
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Kompas.com dan Republika.co.id Edisi Juni-Agustus
2019.

BAB IV. Penutup, dalam bab ini mencakup
kesimpulan penelitian dan jawaban dari rumusan
masalah yang diangkat. Serta saran-saran, guna memberi
masukan kritik yang membangun bagi seluruh pihak

terkait yang memiliki relevansi dengan tema skripsi ini.



BAB IV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan
dengan metode analisis framing model Robert N Entman
terhadap pemberitaan Kompas.com dan Republika.co.id
mengenai  pemberitaan  perpanjangan izin  organisasi
masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Edisi Juni-Agustus
2019, penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan
antara framing yang dibangun Kompas.com dengan framing
yang dibangun Republika.co.id.

Kompas.com lebih  menekankan bahwa
Kompas.com menekankan bahwa pemberian izin
perpanjangan Front Pembela Islam (FPI) perlu
mempertimbangkan ~ masukan  dari  sejumlah
kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan
organisasi masyarakat, aspirasi masyarakat luas,
petisi, rekomendasi dari Kementerian Agama, juga
surat pernyataan tidak ada konflik internal, serta harus
sesuai: dengan: ideologi Pancasila dan setia terhadap
NKRI:

Republika.co.id menekankan bahwa
perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) haruslah
mengikuti aturan yang ada, FPl berbeda dengan
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sehingga tidak
semestinya FPI dilarang, pemberian ruang kepada
pihak yang mendapat pertentangan dari masyarakat
merupakan cara merawat demokrasi, FPI tetap boleh
menjalankan kegiatan organisasi maupun
kemasyarakatan, meski surat keterangan terdaftar
(SKT) tidak terbit, karena berdasarkan putusan

159
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mahkamah Konstitusi (MK) pendaftaran ormas
kepada kementerian terkait bersifat sukarela.

Ada pun persamaan dalam konstruksi berita
yang disampaikan kedua media tersebut, Kompas.com
dan Republika.co.id sama-sama menyampaikan
bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga
setiap organisasi masyarakat (ormas) perlu diberikan
ruang dan kerangka perjuangan Front Pembela Islam
(FPI) harus sesuai dengan ideologi Pancasila dan setia
terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,
terdapat beberapa pemikiran yang penulis berikan sebagai
saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pihak media, baik Kompas.com maupun
Republika.co.id untuk tetap menjaga prinsip
jurnalistik yaitu prinsip keberimbangan dalam
menyampaikan fakta dan data. Sehingga media
benar-benar menjadi ‘sumber informasi yang
dapat-. ' dipercaya ' dan bisa 1 mendatangkan
manfaat kebaikan bagi masyarakat.

2. Bagi pembaca diharapkan untuk' lebih kritis
dalam menyikapi. pemberitaan yang disajikan
media, agar tidak terjadi kesalah-pahaman.
Sehingga tak terjadi salah fakta atau data
dalam berargumentasi ketika berinteraksi
dengan masyarakat umum.

3. Untuk peneliti selanjutnya, agar lebih jeli
dalam menganalisis pemberitaan di media-
media yang ada. Karena setiap media memiliki
ideologi dan agenda media yang berbeda.
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Sehingga konstruksi yang dilakukan juga akan
berbeda. Metode analisis framing yang
digunakan  untuk  membedahnya  bisa
menggunakan model analisis framing yang
lain, selain model yang dipaparkan Robert N.
Entman yang dipakai oleh peneliti dalam
membedah teks berita dalam penelitian ini.

C. Penutup

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT
atas segala ridho dan kemudahan, serta rahmat dan karunia-
Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.
Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan karena
keterbatasan peneliti. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat
diharapkan guna perbaikan skripsi ini dan agar dapat
menjadikan pembelajaran ke depannya. Sehingga dapat
menjadi manusia yang lebih baik. Ucapan terima kasih
disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu
proses skripsi ini. Semoga skropsi ini dapat bermanfaat bagi
pembaca sekalian.
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Home / News /Nasional

Mendagri Sebut FPI Belum Ajukan Perpanjangan Izin Organisasi

Kompas.com - 20/06{2019, 14:57 WIE

BAGIKAN: o o Komentar {1}




Penulis: Hanranti Puapa Sari | Editor: Samdne Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Calam Megeri Tjahjo Kumalo
mengatakan, Front Pembela Masional Islam [FPI) telum mengajukan
perpanjangan izin organisasi.

Batas izin organisasi FFI hakis pada Kamis (20/6/2019).

'Sampai hari ini Belum terima apa-apa kata Tjahjo saat ditemui di
Kompleks Parlemean, Senayan, Jakarta, Kamis [20/6/2019).

Tiahjz mengatakan, pinaknya menunggu pengurus FR untuk mendaftar
ulang crganisasinya.

'Kita tunggu saja. Lia mau mendaftar lagi apa tidak, kan kita nggae bisa
proaktif karena apapun setiap warga negara berhak untuk berhimpun dan
berserikat ujarmya.

Selanjutnya, Tjahjo belum biza menjelaskan status FFI apakah legal atau
ilegal.

'K.ami belum bisa mengatakan itu, karena kami belum menerima
pengajuan izin perpanjangan SKTnyva,! pungkasnya.

Berdasarkan situs resmi Kemendagri.go.id, masa izin FFI terdapat dalam
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 01-00-00¢ 016/ CIIL4412074 dengan
masa berlaku mulai 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019,

Home /News / Nasional

Mendagri Sebut Permohonan Izin FPI Sedang Diurus

Kompas.com - 24/06/2019, 1323 WIB

BAGIKAN: o O Kemagtar {1}

Pim piman FP| Rizieg S hitb menjad i saksi dakam sidang ks d ugsan penadan agama dengan te: ernur DK Jskarts Basuki Tjahjs
Purrama [Abak] yang digekar P Jakaria Uars di Aud flarium Kememerion Pertanian Jokarta, Seke [28/2/2017). Jaks Penumut Umum
menghodirkan d s saksi shli yaitu Riziag S hitsh dan Ahli Hukum Pidana Abd ul Chrsir Ramad fan. (AL ¢ REFUBLIKA £ RAIAN AL FARISI)



Penulis: Fabian Januaries Kuvradoe | Editor: Sandre Gara

JAKARTA, KOMPAS. com — Menteri Calam Megeri Tjahjo Kumaolo
memkbenarkan, crganisasi masyarakat Frent Fembela Islam [FFI) sudah
mengajukan perpanjangan izin ocrganisasi.

"Infonya sudah [diajukan) lewat Cirjen Polpum [Pelitik dan Pemerintahan
Umum),” vjar Tjahjo saat dijumpeai di Kempeleks |stana Presiden, Jakara,
Senin (25/6/2019).

Tjahjo tidak menyebutkan kapan persisnya FRI mengajukan permohenan
ityu.

Saat ini, irjen Polpum Kemendagri sudah membentuk tim untuk menilai
apakah FFI layak untuk diperpanjang izinnya atau tidak sekagai crganisasi
kemasyarakatan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

"Setiap pengajuan kemkbali akan kami nilai, kami telaah, kami pelajari dulu
ALSART yang terbaru bagaimana, kemitmen terhadap MERI dan Fancasila,
itu vang dilihat,” ujar Tjahjo.

Saat ditanva apakah prodan kentra mengenai perpanjangan izin FRI
sebagai ormas di Indonesia akan dijadikan pertimbangan pemberian surat
keterangan terdaftar [SKT), Tiahjz tidak menjawak secara lugas.

la hanya menegaskan, “&pa pun yang akan diputuskan (diberikan
parpanjangan izin atau tidak), pasti akan menimbulkan pro dan kentra®.

Ciketahui, berdasarkan situs resmi Kemendagri.ge.id, masa izin FRI
sebagai ormas terdapat dalam SKT 01-00-00s 01 04Tl LA S 2014 dengan
masa berlaku mulai 20 Juni 2074 hingga 20 Juni 2019, Atinya, masa izin
FFI saat ini telah melewati batas waktu.

U l l L

Kemendagri: Hoaks, Isu Kemendagri Tolak Perpanjangan Izin FPI

ascikan: @) Wawl
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Kemendagri Tolak Perpanjangan Izin FPI -
Berita Viral

Kemendagri Tolak Perpanjangan Izin FPI -
Berita Viral

be.com

View More on Instagram

M [

2,406 likes

Saat ditelusuri, ungaahan Instagram tersebut berasal dari tangkapan layar
sebuah video YouTube sesbuah akun dengan judul yang sama.

Meskipun berjudul “*Kemendagri Tolak Perpanjangan Izin FFI°, isi dari video
berdurasi 2 menit 20 detik itu tidak memuat konten seperti judul vang tertera.

Informasi pada video ifu hanya menyebutkan Kemsndaari sudah mensrima
Surat Keterangan Tardaftar (SKT) FRL namun belum ditindaklanjuti.

Selain ity K2amendagr juga memberikan klarifikasi melalui komentar pada
unggahan di-akun Instagram: @indonesiawowd 3.

“Jdudul headline di atas tidak benar adanya. Mohon diperbaiki. Hingga saat ini,
perpanfangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas FPI, masih disvaluasi oleh
Kemendagr. Untul informasi yang valid terkait Kemendagr, silakan cek di web
resmi www.kemendagri.go.id,” tulis akun @ kemendagri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan
#JernihBerkomentar di artikel ini! *SEK berlaku
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Polri Masih Analisis 1zin Perpanjangan FPI

Kompas.com - 17/07/2019, 1042 WIB

BAGIKAN: o o Komentar

=

Kepak Bita Penszrangan Masrarkat Palri Brigien [Pal) Dadi Prcestyo di Gadung Humas Mabes Palri Jakurts Sektan Kamis [20/6/2019)
(OINPRE ccovDeuna Hallm)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepclizian RI atau Polri masih menganalisis
perihal perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar [(SKT) Frent Fembela
Islam [[ FFI) sebagai crganisasi masyarakar.

"Sampai saat ini belum ada jewaban, karena vang melakukan analisis itu
intel’ ujar Kepala Bire Fenerangan hasyarakat Civisi Humas Folri Brigjen
[Pol) Cadi Prasetyo di Gadung Humas Matbes Pelri,Jakarta Selatan,
Selasa [(1&/7/2079).

Cedi pun belum dapat menjelaskan perihal indikator yang digunakan Polri
dalam melakukan analisis.

Mantinya, hazil analisis akan diterikan kepada Kemendagri setelah bagian
intelijen merampungkan analisisnya.

"Hasilnya apa, baru diberikan ke Kemendagri dengan berkagai macam
pertimbangan politik, hukum, dan lain-lain, vjarnya.

EBaca juga: Perpanjancan 1z in/Jrmas(FPl yEng Temganjal Syarat Tak
Lerglkap

Fada Peraturan Mendagri Momor 57 Tahun 2077 tentang Pendaftaran dan
Fengelclaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, masa berlako
SKT adalah lima tahun. SKT milik FPI sudah hakis masa berlakunya sejak
20 Juni lalo.

Kemudian, FFl mengajukan perpanjangan SKT dan hingga saat ini masih
dalam ewvaluasi Kementerian Calam Megeri.
Penjelasan Kemendagri

kenurut Menteri Calam Megeri Tjahjo Kumsale, FRI harus memenuhi 20
syarat vang wajib dilengkapi. Akan tetapi, ormas vang bermarkas di
Fetamburan, Jakarta Pusat itu baru memenuhi 10 syarat.
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Fetamburan, Jakarta Pusat itu baru memenuhi 16 syarat.

Crirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Scedarme mengakuo
tak hafal 10 syarat yang belum dipenuhi. Namun, ia menyekut salah satu
syarat itu adalah rekomendasi dari Kementerian fgama.

"Wang pertama itu rekomendasi dari Kementerian Agama, karena FFI ini
kan ormas yang bergerak di bidang agama, maka persyaratannya harus
ada rekomendasi dari Kementerian AgamaS kata Scedarmao.

Soedarmo melanjutkan, FRI juga belum menyerahkan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga crganisasi tersebut vang ditandatangani cleh
pengurus FFIL.

*Kalau belum ditandatangani kan masih kensep, itu belum juga. Makanya,
itu kita kemkbalikan untuk diperkaiki, ujar Scedarmao.

Baca juga: Kenendagri Minta FP Lengkapi 10 Syarat Perpanjangan
Terdaftar Ormas

Tanggapan FPI

Menanggapi hal tersebut, FEl meminta Kemendagri cubkup memperhatikan
terpenuhinya syarat-syarat dalam kepengurusan SKT.

Ketua Bantuan Hukum FFI Sugitc Atmo Prawirc menilai, Kemendagri
melakukan langkah pclitis bilamana menjadikan reaksi publik maupun
masukan dari sejumlah kementerian dan lembkaga sebagai pertimbangan
mempeargpanjang SKT FEI.

"%a itu sih namanya politis, bukan yuridis, kalau yuridis itu kan harus
mempertimbangkan hak dan kewajiban dari FFI selama ini jadi crmas!
kata Sugitc kepada Mompas.comr.

Baca juga: Socal Perpanjangan zin, FPI: Kemendagri Jangan Politis

Izin FPI Belum Tentu Terbit Sekalipun Penuhi Syarat, Apa
Alasannya?

Kompas.com - 16/07/2019, 1525WIB

BAGIKAN: o (w]

Direktur bidang Palit
pembentukan Desan

rapst baa rdimsi khusus
). (MINPRS ccnviatstian Erdants)




Penulis: Ardine Aa | Ed incr: i s Ko

JAKARTA, KOMPAS. com - Surat Keterangan Terdaftar [(SKT) Front
Femkbkela Islanm [ FPI) sebkagai organisasi masyarakat belum tentu
diparpanjang Kementarian Calam MNegeri [ Kennaendagri) sekalipun telan
melengkapi 20 syarat sesuai peraturan perundangan.

Cirektur Jenderal Pclitik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Socedarmo
mengatakan, pihaknya juga mempertimbangkan hal lain selain syarat-
syarat formal sebelum memperpanjang SKT FFIL

"Secara administrasi mungkin iva begitu. Tapi kalau nanti ada
pertimbangan lain, kan kita perlu lihat” kata Scedarmo di Hotel Arvaduta,
Jakarta Fusat, Selasa [(1&7/2019).

Baca juga: Kenmendagri bdinta FP Lenglapi 10 Syarat Perpanjanagan
Terdaftar Ormnas

Hal lain vang menjadi permimbangan kKemendagri, antara lain ma=sukan dari
sejumlah kementerian dan lembkaga yang berkaitan dengan crganisasi
masyarakat.

Socedarmo juga tidak memungkiri bahwa aspirasi masyarakat luas juga
akan masuk ke dalam pertimbangan Kemendagri untuk memperpanjang
SKT FFIl atau tidak.

"Ppanti kita lihat dari berkagai masukan masyarakar, kan banvak.
Fenclakan dari masyarakat, sampai termasuk petisi. Manti kita bicarakan
bersama kementerian lembaga yvang tergabung dalam tim penertiban dan
pemkinaan nas" lanjut Scedarma.

Saat ini, FEl sendiri belum belum melengkapi syarat mempeperpanjang SkT
organisasi tersekbuot.

Eeberapa syarat krusial yang mesti dipenuhi, antara lain rekemendas=si dari
Kementerian sAgama karena ocrmas itu berlatar belakang keagamaan dan

Eeberapa svarat krusial wang mesti dipenuhi, antara lain rekomendasi dari
Kementerian Agama karena ocrmas itu berlatar belakang keagamaan dan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi vang
ditandatangani pengurus.

Ada pula syarat surat pernyataan tidak ada konflik internal serta surat
pernyataan tidak menggunakan lamkbkang, gamkbar, kendera vang sama
dengan ocrmas lain.

Baca juga: OAKS] lsu Kenendaagri Tol Pearpanjan

Cari 20 syarat sesuai peraturan perundangan, saat ini FRI diketahui karu
memenuhi- 10 di antaranya.

FPada Fermendagri Mo, 57 tahun 2017 tentang FPendattaran dan
Fengelclaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, masa berlaku
ST adalah Stahun. SKT milik FEI sendiri diketahui sudah hakis masa
berlakunya sejak 20 Juni 2619 lalu.

Tanggapan FPI

mMenanggapi pernyataan itu, FFl meminta Kemendagri tidak melihat
pertimbangan politik.

k.etua Bantuan Hukum FFI Sugitc Atmo Frawirc mengatakan, Kemendagri
mestinya hanya mempeerhatikan syarat-syarat admimistratif terkait
kepengurusan surat keterangan terdattar [(SKT) yang diajukan FRIL

Sugito menilai, Kkemendagri melakukan langkah politis apakila menjadikan
reaksi publik maupun masukan dari sejumlah kementerian dan lembaga
sebagai pertimbangan memperpanjang SKT FFIL.

*a itu sih namanya politis, bukan yuridis, kalau wuridis itu kan harus
mempertimbkangkan hak dan kewajiban dari FFI selama ini jadi ormas”
kata Sugitc kepada Kompas_com, Selasa (1&/7/2019).




mempertimbangkan hak dan kewajiban dari FRI selama ini jadi armas;
kata Sugitc kepada Kompas.com, Selasa (16/7/20149).

Cia menagaskan bahwa FFRl akan memenuhi semua syarat untuk
memparpanjang SKT.

"Kalau politis kami tidak akan ikut campurlah, vang jelas kita secara
hukum, kita harus menaati segala apa yang menjadi prosedur hukum di
Indenesia,” ujar Sugito.

Baca juga: Soal Pempanjangan 1zin, FPI: Kemendagri Jangan Politis

Wiranto: Pemerintah Dalami Rekam Jejak Sebelum Perpanjang
1zin FPI

seikan: @) €




Penulis: Christoforus Ristiants | Editor: Bayu Galh

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Wiranto menegaskan, pemerintah saat ini sedang mendalami
rekam jejak Front Pembela Islam ( FPI) sebagai crganisasi
kemasyarakatan.

Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan apakah akan
memperpanjang izin FPI atau tidak,

“Untuk FPI, organisasi ini kan sebenarnya izinnya sudah habis 20 Juni
lalu,” ujar Wiranto selepas rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di
kantor Kemenkeo Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).

'Sementara ini belum diputuskan izin itu dilanjutkan atau tidak, karena
kami masih mendalami dan evaluasi rekam jejaknys’ kata dia.

Dalam rapat ini terlinat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Lacly, Menteri
Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin, dan Panglima TMI Hadi Tjahjanto.

Baca juga: Perpanjangan Izin Ormas FPI yang Terganjal Syarat Tak
Lengkap

Wiranto menambahkan, hingga kini pemerintah sedang menyusun rekam
jejak FPI di Indonesia. Rekam jejak itu, lanjutnya, menjadi salah satu dasar
keputusanyvang akan diberikan pemerintah, apakah izin FFl diperpanjang
atau tidak.

la juga meminta masyarakat sabar untuk menunggu keputusan
pemerintah terkait hal tersebut. Nemun, Wiranto memastikan segala
keputusan yang disampaikan akan tunduk pada hukum yang berlaku.

'Hukum-hukum tentang keormasan nanti vang akan mendasari
pemerintah untuk menentukan keputusan-keputusan itu, kata Wiranto,

Sebelumnya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Eemendagri Soedarmo mengatakan, pihaknyajuga mempertimbangkan
nal lain selain syarat-syarat formal sebelum memperpanjang SKT FPI
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Ssbedurrrna, Dirskiur Jredesal Palitik dan Pernerintahen Lo Kerneredagi
Bnederrra gl sk, pibaken juga rerrpe ek hal lan sdsin sprat-
syaral Tarrmal sehedurm mermperpanjang SKT FRL

*Secara adrminisrs rungkin iya begitu. Ta kebau nanti acla pertirobangan Lain
ke kit prrlu b ” kista Saedarma di Hate Aryaduta, Jekeria Pusal, Soasa
{18/742019).

Hal lain yang rmenjadi pertirnbangan Kernendagr, amara lan rasukn darn
sejurnlah kermererian dan larmisgs yang berkatan dengan anganises
syl

Soreslarrrea jucga Tid sk rmermungkin Bk asparas sy oo uas juga aoen

rrvasulk ks o alarm pertieniancgan Kermeaidsogei unluk rmsrmges panjang SKT FPLaa
HIECN

"M kita life o ani berkeeei rromulcon rasyanako, kan kel Panalaloan d o
sy akal, Sorpa lerrrersukl petis. Nanti kita Becarsican bersarmd ke arian

lesrmisaga yang Tengatnrg o alam tirm perestibon dan pemiingan arrmas” kala
S arrria.

Beaca juga: kzin FP1 Behim Tontu Terbit Sekalipun Pembi Syaral, Ana Alasannya?

Saul irn, FPI serding beurn Baom rrsdenghags Syaeal mernperparjang SKT
arganiss e .

arrmas lain

TAJE ISL MIC UNI ﬁi‘gK

tatrn, EKT roilik, PRI seredin) diket st sudah babis rmass berl sk ssae 20
Juri 2079 e,

PPl seredini berfuran permerin ah redife kdengapan persyaratan. Dergan
dernikian, FP| berbarap lidak ada s palitik Lerkall izireya.

Baca juga: Soal Perpanjangan kzin, FPE Kemendagri tangan Politis
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Kéta Jokai, Izin FPI Mungkin Tak Diperpanjang jika Tak Sejalan
dengan Negara

saeikan: @ €

Penulis: Dylan Aprialde Rachman | Editor: Sandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membuka kemungkinan
pemerintah untuk tak memperpanjang izin Frent Pembela Islam (FPI)
sebagai crganisasi masyarakat (Ormas).

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam wawancaranye dengan
Associated Press (AP), Jumat (27,7, 2019), vang dipublikasikan pada
Sabtu (274F2019).

Izin ormas FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/ 00114412014, Adapun
masa berlaku SKT FPI, vaitu sejak 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 20749,

"¥a, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut
pandang keamanan dan ideclogis menunjukkan bahwa merska tidak
sejalan dengan pegara’ kata, Jokowi kepada AP, sebagaimana,dilansir dari
VoA pada Minggu (28,7, 20058y,

Baca juga: =T

ap

Jokowi mengatakan, pada dasarnya pemerintah akan bekerja sama
dengan kelompok-kelompok lslam selama pandangan merska tidak
melanggar ideslogi negara.

*Jika sebuah organisasi membahayakan negara dalam idecloginya, saya
tidak akan berkompromi, katanya.

Baca juga: Wiranto: Pemerintah Dalami Rekam Jejak Sebelum Perpanjang
Izin FPI

Calam wawancara tersebut, Jokowi ingin Indonesia dikenal sebagai negara
yang moderat.

mMenurut Jokowi, hal ini merupakan salah satu yang akan
dipertimbangkannya dalam kepemimpinan periode keduanya lima tahun
mendatang.



"alam lima tahun ke depan saya tidak memiliki beban politik. Sehingga
dalam membuat keputusan, terutama keputusan penting bagi negara,
menurut saya itu akan lebih mudah. Hal-hal yang sebelumnya tidak
mungkin, saya akan membuat banyak keputusan tentang itu dalam lima
tahun ke depan, kata Jokowi.

Persyaratan

Kementerian Dalam Megeri sebelumnya meminta FFI melengkapi 10 dari
20 syarat yvang wajib dipgnuhi untuk memperpanjang surat keterangan
terdaftar (SKT) sebagai corganisasi masyarakat.

Diirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Sosdarmao
mengatakan, salah satu syarat yang harus dipenuhi FPI adalah
rekomendasi dari Kementerian Agama.

Soedarmo melanjutkan, FPI juga belum menyerahkan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga organisasi tersebut yang ditandatangani oleh
pengurus FPIL.

*"K.alau belum ditandatangani kan masih konsep, itu belum juga. Makanya,
itu kami kembalikan untuk diperbaiki,” ujar Sosedarmo.

Persyaratan lain yang belum dilengkapi FPI, antara lain surat pernyataan
tidak ada konflik internal serta surat pernyataan tidak menggunakan
lambang, gambar, bendera yang sama dengan oronas lain.

la menyatakan, tidak ada batasan waktu bagi FPl untuk menyerahkan
sepuluh syarat tersebut. Adapun sepuluh syarat lain sudah dipenuhi FPI
sebelumnya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Wiranto mensgaskan, pemerintah saat ini sedang mendalami rekam jejak
FFI| sebagai organisasi kemasyarakatan.

"Sementara ini belum diputuskan izin itu dilanjutkan atau tidak, karena
kami masih mendalami dan evaluasi rekam jejaknya,” kata dia.

| M me e mem D mrtrmbrmemes A L lmarmb e D admmin Ao

Soal FPI, Menhan Bilang "Kalau Tak Sejalan déngan Pancasila Tak
Usah di Sini"

Kompas com - 29/07/2019, 19:51 WIE

BAGIKAN. 0 o Romettas )

Mazss From Pembsla o bersiop mekokuban anamarch dari ks i be Mabes PalridiJakart nin
[16/1/2017). Mereka menurtut sgar Kapalri denderal Pal Tia Karoavian mencapat Kapaka Jawa Bsra lfen rfan Charlian dari
fabatannya karera d anagap mem biarkan pacahnya heruuban artara FPdan LSM GBI di Bandung, Jowa Barat poda pekan k. (ONPRE com
7 GAFRY ANOREW LOTULUNG)




JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Fertahanan Reputlik Indznesia
Ryamizand Ryacudu sepakat dengan Fresiden Joko Widodo terkait izin
perpanjangan ormas Front Pembela lelam | FPI) yang harus gejalan

dengan ideclaqgi PFancasila.

Ryamizard mengimbau semua pihak yang tidak sejalan dengan Fancasila,
sebaiknya mencari tempat lain.

iaimm am ard Fy h]
zrany ari war=ean d emarRr
Jakan 12/ A0 a] o f =
iy al ng =idang
militm i Mahk=m=h
ME] R wrnak

TARA ezl .

[AMT AR FITOM RIS H D80 T)

hiduridanlani ransra Y nisrmea

*|tu dari presiden kan, saya rasa
yang sudah disampaikan presiden
sudah jelas. Kalau sigpapun yang
tidak sejalan dengan ideclogi
pancasila, tidak usah disini [di
Indenesia). Ini negara Pancasila
kok, zari aja tempat yang enggak
ada Fancasila nya! kata
Ryamizard di Gedung Kemenhan,
Jalan Medan Merdeka Barat,
Jakarta, Senin [29/7/2079).

Baca juga: Mendaori Tegaskan FPI
IMasih Balum Lenglapi Syarat
Parpanjangan 1zin

Ryamizard mengatakan, mematuhi
Fancasila sudah diatur cleh
negara dan dikuat untuk
pemersatu seluruh bangsa
Indznesia.

*Mematuhi Fancasila kan ada
grurnannya, Ul semua dibuat
berdasarkan Pancasila. digunakan
sebagai pemersatu, pandangan



hidup, ideclcgi negara,’ ujarnya.
Baca juga: 1zin Ormas Belum Keluar, Ini Syarat yang Belum Diperwhi FPI...

Sebelumnya, Presiden Joke Widode membuka kemungkinan pemerintah
untuk tak memperpanjang izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai
organisasi masyarakat (Ormas).

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam wawancaranya
dengan Asscciated Press [AP), Jumat (27/7/2019), yang dipublikasikan
pada Sabtu (27/7/2019).

|zin crmas FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/ G310/ L1441 2074, Adapun
masa berlaku SKT FRI, yaitu sejak 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019

"\'@, tentu 5aja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut
pandang keamanan dan ideclegis menunjukkan batbwa mereka tidak
sejalan dengan negara;” kata Jokowi kepada AR sebagaimana dilansir
dari VO& pada Minggu [28/7/2019).

S@Mmentara itu, Ketua banmtuan hukum FRI Sugitc Atmao Frawire
mengatakan, perpanjangan izin FRI mestinya tak didasari cleh penilaian
politi, tetapi oleh pertimbangan-pertimbangan yuridis.

"Terkait dengan statement bapak Fresiden, kami hargai itu, tapi ini saya
kira pelitis, bukan yuridis. Ini kan sangat politis, bukan pertimbangan-
pertimbangan hukum lain, yang lazim, normal, dan wajar® kata Sugito
kepada Kempas.com, Senin [20/7/2019).

Baca juga: Kata Jokawi; [zin FREMungkin Tak Diparpan@nd |ika Jak
Bejalan dengan Magara
3ugita pun memkeantah bahwa FFI selama ini bertentangan dengan

Fancasila. la mempenanyakan pernyataan Jokowi tersebut.

Wenurut Sugitc, pernyataan Jokowi tersebut merupakan akibat dari
aktivitas FPI yang kerap mengkritik pemerintah.

'Ini hak setiap crang untuk mengkritisi jadi jangan sampai beda pendapat,
beda pelitik, beda pilinan terus itu menjadi alasan untuk tidak
memperpanjang SKT-nya FRI} ujar Sugito.

Baca berikutnya
9 Wilayah Jakarta Ufara Diminta...



Wapres: Kalau FPI Penuhi Syarat Boleh Diperpanjang, Tidak Ada

Diskriminasi

Kompas.com -30/07/2019, 1425WIE

BAGIKAN: ° o Komentar {1}

ANTARA FOTO/M RISAL HDAYT)

Penulis: Rakhmat Nur Hakim | Editor: Diamanty Maifana.

Penulis: Rakhmat Hur Hakim | Editor: Diamanty M aifana

JAKARTA, KOMPAS. com — Wakil Fresiden Jusuf Kalla menyatakan,
perpanjangan izin ormas Front Fembela Islam [ FPI) Bergantung pada
syarat yang mereka penuhi.

Kalla mengatakan, pemerintah tentu akan memperpanjang izin FRI jika
mereka memenuhi syarat. Setaliknya, izin mereka tak akan diperpanjang
kila tak memenuhi syarat.

"FFl atau ormas apa saja di Indenesia ini kan negara demaokrasi. Kita tak
kisa diskriminasi. Kalau FFl memenuhi 10 syarat va boleh, tidak
memenuhi ya tidak boleh ! ujar Kalla di Kantor wakil Presiden, Jakarta,
Selasa (30/T2019).

Baca juga: Tiahjo Sebuat Pemyataan Jokow soal [zin FP Jadi Peringatan
ke Ormas

Kalla mengatakan pemerintah tidak boleh mendiskriminasi pihak mana
pun yang hendak menyalurkan ekspresi lewat crmas.

Karena itu, ia meminta masyarakat tak perlu berandai-andai 1erkair
perpanjangan izin FRL

'Kita tidak kisa diskriminasi dan tak kcleh Berandai-andai. Selama dia
secara fermal mengatakan taat kepada Fancasila, organisasi dakwah, itu
silakan. Tapi kalau menclak Pancasila, pasti tidak bisa. Itu contchnya!
lanjut dia.

Baca juga: Perpanjangan |zin FPI dan Pemyataan Jokowi yang Menuai
Palemik...

|zin armas FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/ 07 04 L1401 2014 dan
sudah haktis masa terlakunya pada 20 Juni 20109,

Presiden Joko Widode sebelumnya memtuka kemungkinan pemerintah



Fresiden Joke Widede sebelumnya membuka kemungkinan pemerintah
untuk tak memperpanjang izin FRI sebagai crganisasi masyarakat.

"Ya,tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut
pandang keamanan dan ideclegi menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan
dengan negara! kata Jokowi kepada AP, sebagaimana dilansir dari voa

pada Minggu [28/7/2019).

Baca berilanmya
Parkembangan Terbaru, Anggota Tim Teknis...

Home / News / Nasonal

Ketua Komisi Il Yakin Kemendagri Perpanjang Izin FPI kalau
Penuhi Syarat

saikan: @) © on
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Penulis: Haryanti Puspa Sari | Edstor: Icha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Il DPR Zainuddin Amali
mengatakan, perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas Front
Pembela Islam ( FPI) harus sesuai ketentuan.

Amali yakin, kalau FFI memenuhi semua ketentuan yang ada, pasti SKT
yang tengah diajukan ke Kementerian Dalam Megeri (Kemendagri) akan
diperpanjang.

*Sudah ada ketentuan yang ada di dalam UL tentang keormasan. Kalau itu
terpenuhi va monggo (diperpanjang), tapi kalau tidak terpenuhi kan tentu
tidak,” kata Zainuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis

(1/8/2013).

Zainuddin menilai, semua persyaratan sedianya bisa dipenuhi FPI. Setiap
ormas, harus mematuhi persyaratan itu.

Baca juga: Meski Tak Urus Perpanjangan Izin, FPI Tetap Dievaluasi
Kemendagri

Adapun aturan soal pengurusan maupun perpanjangan izin SKT dimuat
dalam Peraturan Menteri Dalam Megeri Republik Indonesia Momar 57
Tahun 27.

Pada Bab lll, Pasal 9, disebutkan bahwa pendaftaran crmas dilakukan
melalui tahepan pengajuan permahonan, pemeriksaan kelengkapan dan
keabsahan dokumen pendaftaran, dan penerbitan SKT atau penolakan
permohonan pendaftaran.

Berikut tata cara pengajuan permohonan izin oleh ormas sebagaimana
tercantum dalam Permendaari:

Paszal 10

(1) Pengures ormas mengajukanpermahonan pendaftaran secara tertulis
kepada menteri melalui unit fayanan administrasi Kementerian dengan
tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota.



(2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikan melalui gubernur atau bupati/wali kota pada unit layanan
administrasi di daerah provinsi atau kabupaten/kota.

(3) Permohonan pendaftaran melalui bupatifwali kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan tembusan kepada gubernur.

Baca juga: Wapres: Kalau FPI Penuhi Syarat Boleh Diperpanjang, Tidak
Ada Diskriminasi

(4) Permohonan pendaftaran melalui gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan tembusan kepada bupati/wali kota.

() Unit layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
antaranya terdiri dari perwakilan Direktorat Jenderal Politik dan
Femerintahan Umum.

(&) Unit layanan administrasi di daerah provinsi atau daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di antaranya terdiri
dari perwakilan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan
lainnya di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

(7) Dalam hal unit layanan administrasi di daerah provinsi atau daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia,
permohonan pendaftaran disampaikan melalui Badan/ lKantor Kesatuan
Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di dasrah provinsi atau dasrah
kabupaten/kota.

(8) Permahgnan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat [2) diajukan.dan ditandetangani cleh pendiri dan pengurus ormas.

(9) Dalam hal pendiri meninggal dunia atau berhalangan tetap,
permahanan pendeftaran Booas dapatdigjukandan ditandatangani oleh
REQQUIUS Qrmas.

Paszal 11

(1) Pengajuan permghonan pendafferan sebapaimana dimaksud dalam
Fasal 10, dilakukan dengan melampirkan persyaratan:



Pasal 11

(1) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, dilakukan dengan melampirkan persyaratan:

a. akta pendirian yvang dikeluarkan oleh notaris yvang memuat AD atau AD
dan ART;

k. program kerja;

C. SUSUNan pengurus;

d. surat keterangan domisili sekretariat crmas;
. Momaor pokok wajib pajak atas nama ormas;

Baca juga: Tjahjo Sebut Pernyataan Jokowi soal Izin FPI Jadi Peringatan
ke Ormas

f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam
perkara di pengadilan; dan

g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

(2) selain persyaratan permohonan pendafraran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), crmas melampirkan:

a. formulir isian data ormas;

b. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai
politik;

C. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol,
atribut, dan cap stempel vang digunakan belum menjadi hak paten
dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah;

d. rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang
agama untuk crmas vang memiliki kekhususan bidang keagamaan;

€. rekomendasi dari kementerian danfatau peranghkat dasrah yang
membidangi urusan kebudayean untuk ormas yang memiliki kekhususan
bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan

f. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara,
pejabat pemerintahan; dandatautokoh mesyarekatyangbersangkutan,
yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan ormas.

(8)/50rat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ‘ayat(2)/huruf b dan
huruf.c ditandatangani aleh ketua dan sekretaris ormas atau sebutan
pengurus lainmya.

Pasal 12 AD dan ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1)
huruf @ memuat paling sedikit:

a. nama dan lambang;



a. nama dan lambang;

b. tempat kedudukan;

c. asas, tujuan, dan fungsi;
d. kepengurusan;

Baca juga: Perpanjangan Izin FPI1 dan Pernyataan Jokowi yang Menuai
Polemilk...

e. hak dan kewajiban anggota;

f. pengelolaan keuangan;

g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
h. pembubaran organisasi.

Pasal 13

(1) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1)
huruf © paling sedikit terdiri atas:

a. ketua atau sebutan lain;
b. sekretaris atau sebutan lain; dan
c. bendahara atau sebutan lain.

(2} Seluruh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota
ormas berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 14/b

Kelengkapan dokumen susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 Avat (1) huruf ¢ mencakup:

a. biodata pengurus organisasi, yvaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau
sebutan lainnya;

b. pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x & (empat kali enam),
terbaru dalam 3 (tiga) bulan rerakhir;

c. fotockopi kartu tanda penduduk elektronik pengurus omganisasi;

d. surat keputusan tentang Susunan pengurus crmas secara lengkap yang
sah sesuai dengan ADSART ormas.

Pasal 15

(1) Surat keterangan domisili sekretariat ormas sebagsimana dimaksud
dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf d, dikeluarkan eleh lurah/kepala desa
setempat atau sebutan lainnya.

(2] Suratketerangandomisili sekretariat ronas sebagaimeana dimaksud
pada ayat 1) memuoat lampiran:

a. bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak ateu ijin pakai dari
pemilik/pengelola; den

b. foto kantor atau sekretariat grmag, tampak depan yang memuat papan
nama.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Megeri mengungkapkan terdapat lima
syarat yang belum dilengkapi Froent Pembela Islam (FPI) untuk
perpanjangan izin ormas yang tertuang dalam surat keterangan terdaftar
[SKT).

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, salah satu
syarat yang dimaksud adalah surat permohonan belum diberi nomor dan
perihal.

Baca juga: Ini 5 Syarat yang Belum Dilengkapi FP1 untuk Perpanjangan lzin
Ormas

Kedua, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADSART) belum
memuat mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal.
ADSART itu juga disebut belum ditandatangani pengurus.

Ketiga, FPI juga belum memberikan surat pernyataan kesanggupan untuk
melaporkan kegiatan.



lKeempat, surat pernyataan bahwa nama, lambang bendera, simbal, serta
atribut ormas bukan milik pihak lain dan bukan milik pemerintah.

kelima, FPI belum memenuhi syarat rekomendasi dari Kementerian
Agama.

Bahtiar mengatakan bahwa perpanjangan izin itu terkendala karena
persoalan administrasi. Mamun, dokumen tersebut sudah dikembalikan
kepada FPI untuk diperbaiki.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan
# lerninBerkomentar di artikel inil *5&K berlaku
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REPLIELIKA.COLID, JARARTA -- Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam
MNegeri (kermendagri) Bahtiar rmengklarifikasi berita viral soal Kernendagri yang
menalak perpanjangan izin ormas Front Permbela Islam [FPI). la menyatakan kabar

tersebutialah hoaks belaka.

"Soal berita yane tengah viral di fnstagram, Yourwbea maupun media sosial yang
menyebutkan Kermendagri tolak perpanjangan izin FPIitu tidak benar alias hoaks"

kata Bahtiar di |akarta, Rabu [107].

la menjelaskan hingea saat ini, Kermendagri masih mengkaji perpanjangan izin FRIL
Sehingea penolakan izin FPl belum bisa dipastikan, "karena hingea saatini

Kermendagri masih melakukan evaluasi,” ujarmya.

Diketahui, izin ormas FPI terdaftar dengan Mormor SKT 01-00-00501 00114017201 4,
Masa berlaku SKT FPI terhitung sejak 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019, Kermudian
FPl mengajukan perpanjangan SKT dan hingea saat ini masih dalam evaluasi

Kermenterian Dalarm Megeri.

Kemendagri Evaluasi Perpanjangan Izin FPI

Senin 24)un 2015 1338 WIB
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REPUBLIKA.COLID, JAKARTA -- Kermenterian Dalam Megeri tengah rengewvaluasi
perpanjangan izin organisasi Front Pernbela [slam (FPI) Menurut Menteri Dalam
Megeri Tjahjo Kurnolo, perpanjangan izin organisasi FPI telah diajukan melalui

Direktorat Jenderal Politik dan Permerintahan Urmurn.

"Infonya sudah diajukan lewat Dirjen Polpurn, Sekarang sedang diurus oleh Dirjen
Polpurn, Sedang dievaluasi dulu,” jelas Tjahjo di Kormpleks Istana Presiden, Jakarta,
Senin [24/6),

la menjelaskan, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum juga telah membentuk tim
untuk mengevaluasi pengajuan perpanjangan izin organisasi itu, Menurutnya,
pengajuan perpanjangan izin organisasi tidak hanya berasal dari FPI namun juga

dari berbagai ormas yang rmembutuhkan Surat Keterangan Terdaftar organisasi,

"Karena ada ormas yang mendaftarkan diri di Kerenkumbarn ada, ada yang
rmendaftarkannya cukup di akta notaris juga ada, ada juga yang mengajukan SKT
ke Kernendagri, Tidak prinsip sih," ujar dia.

Tjahjo mengatakan, Kermendagri akan mengevaluasi kernbali komitmen organisasi
tersebut terhadap MERI dan juga Pancasila sebelum mengeluarkan izin terbaru, la
pun rengingatkan, apapun hasil keputusan dari evaluasi pengajuan perpanjangan

izin ormas harus diterina dengan baik,

"Apapun yang diputuskan pasti akan menimbulkan pro dan kontra, Maka ormas
yang baik, ormas yang tidak menimbulkan pro kontra, ada kemaslahatan bagi

masyarakat dan bangsa," tambahmnya,

Seperti diketahui, masa berlaku Surat keterangan Terdaftarereanisasi FPl habis
pada 20 Juni 2019, Berdasarkan SKT, izin FRIdiberikan mulai dari 20 Juni 2014 lalu
hingea 20 juni 2019,

Baca Juga

FPl Perpaniang lzin Izin FPl Habis Hari ini. Washington Post, Muslim.
IMendagri: Balum Ajukan FPI, dan Para Spartans
Perpanjangan
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Tidak ada batas waktu akhlr perpanjangan 1zin.

REPUELIKA.COLID, JAKARTA— Menteri Dalarm Megeri (Mendagri), Tjahjo Kurmolo,
rmengatskan arganisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) hingea saat ini
belurn rmengajukan perpanjangan izin, Mengingat keterangan terdafrar organisasi
itu berakhir 20 Juni 20149,

Baca Juga

Silaturahim Kapolda dan Patingpi Polisi Sambangi FPI herasa Disodutkan
FPl Jabar Tegaskan Markas FPL Kedua Pihak dangan Aksi 22 hei
Urgensi Kamtibmas Barpelukan

“Kami tungeu saja. Dia (FP1) mao daftar lagi atau tidak,” kata Mendagri Tiahje
Kumolo, di Gedung Musantara Kempleks Parlermnen, di Senayan, lakarta, Kamis
(20s7).

Tjahjo mengatakan tidak ada batas wakiu bagi organisasi kemasyarakatan untuk

memperpanjang izin.

Meskidemikian, Mendagri tidak menjelaskan detail status legalitas FPI karena

Kemendagr belurm menerima pengajuan perpanjangan izin.

Menurutiya, Kemandagr misalmya akan mengeldarkan surat keterangan terdaftar

atau SKT apabila ada arganisasi kermasyarakatanyang mensajukan-izin.

Dia menegaskan, setiap warga negara memiliki hak berhimpun dan berserikat asal
dilengkapi dengan izin. "Kami tidak bisa prosktif karena apa pun setiap warga

negara berhak berhimpun berserikat,” katanys pula.

Crganisasi kemasyarakatan, lanjut dia, bisa mengajukan izin ke Kemendagri,

kermenterian Hukurm dan HARM atau mengsunakan akta notaris.

FPI merupakan organisasi kemasyarakatan yang izinmya berakhir 20 Juni 2019
sejak SKT diterbitkan 20 Juni 2014,
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Izln FPI sebagal organlsas| kenmasyaralkatan sudah habls pada 20 Junl 2009,

REPUBLIKA.COID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukurmn dan Keamanan
[Menko Polhukam)] Yiranto renyatakan perpanjangan izin organisasi masyarakat
Front Pernbela Islarn (FPI) sedang dilakukan tahapan evaluasi. lzin FPI sebagai

oreanisasi kemasyarakatan sudah habis pada 20 Juni 2013,

"Qrganisasi ini sebenarnya izinmya sudah habis tangeal 20 Juni yang lalu, tapi
sernentara ini belurn diputuskan, izin itu dilanjutkan atau tidak," kata Wiranto usai
rmernimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri dengan agenda permbahasan
perkermnbangan situasi terkini dalam negeri di Kantor Kernenko Polhukarm Jakarta,
Jurnat (127

Wiranta rmenjelaskan alasan belurn memberikan perpanjangan izin, karena
pihaknya masih mendalami, terkait evaluasi aktivitas organisasi selama ini,
"Rekarmjejaknya sedang disusun terKait ofganisasi ini |1&yak diigrikan izin lagi atau
tidak," ujar Wiranto,

Wiranto berharap masyarakat harus sabar terkait hasil evaluasi tersebut. Menurut
Wiranto, hukum tentang keormasan yang nant mendasari pernerintah untuk
rmenentukan keputusan itu,

"Masyarakat harus sabar (menunggu) bagaimana nanti hasilnya. Jadi jangan
sampai masyarakat terjebak oh sekarang kita sudah tahu pro dan kontra di
rnasyarakat, tapi tentunya tentu bertunduk pada hukurn yang berlaku, hukurm
tentang ke-ormas-an yang nanti mendasari pernerintah utk menentukan
keputusan-keputusan itu,” tegas Viranto,



keputusan-keputusan itu," tegas Wiranto,

Sebelumnnya Menteri Dalam Megeri (Mendagri] Tjahjo Kurnolo mengatakan akan
rmengeluarkan surat keterangan terdaftar atau SKT apabila ada organisasi
kermasyarakatan yang mengajukan izin, Menurut dia, setiap warga negara remiliki
hak berhimpun dan berserikat asal dilengkapi dengan izin.

"Hita tidak bisa proaktif karena apa pun setiap warga negara berhak berhimpun

berserikat," katamya.

Organisasi kermasyarakatan, lanjut dia, bisa mengajukan izin ke Kermendagri,
Kermenterian Hukurm dan HAM atau mengeunakan akta notaris, FPmerupakan
organisasi kernasyarakatan yang izinnya berakhir 20 Juni 2019 sejak SKT
diterbitkan 20 Juni 2014,

FPIl pun telah mengajukan perpanjangan izin kearganisasinya ke Kemendagri
Menurut Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmna Prawiro, FPtelah rengajukan
perpanjangan izin sejak masa berlaku Surat keterangan Terdaftar organisasi
tersebut habis pada 20 Juni 2018,

"Kami sudah melengkapi sermua dokumen-dokurmennya tangeal 200itu,” kata
Sugito kepada Repubfika.codd pada Sabtu [2278),

lzin ormas FPl berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SkT) di Kermendagri
dengan normoar 01-00-00/01 078 1141201 4 menerangkan izin FPI rmolai dari 20 Juni
2014 hingga 20 Juni 2019, Sugite mengatakan sempat ada dokurmen-dokumen
yang belurm lengkap untuk memperpanjang izin, Marmuon, hal itu telah diselesaikan,

“ladi jangan dibilang belurm va, sudah diajukan itu,” katanya.




JK Tegaskan Perpanjangan Izin FPI Harus
Sesuai Aturan

Selsss 30]ul 2019 1335 WIB
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zin dapat diberikan selama FPI telah memenuhl per untuk per Izin,

REPUBLIKACOLID, JARARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (IK] merespon polemik
perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) vang hingea kini belum diputuskan. JK
rmenegaskan, perpanjangan izin haruslah mengikuti aturan yang ada. Menurotnya,
izin dapat diberikan selarma FPI telah memenuhi persyaratan untuk perpanjangan

izim.

"Kita tak bisa diskriminasi, kalau FPl memenuhi 10 syarat ya boleh, tidak memenuohi
patidak boleh, kernbali kepada aturannya. Kalau dia memenuhi syarat ya boleh,”
ujar |k saat divwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa
[30/7).

. rmenegaskan, Indonesiasebagai negara demaokrasi memberikan hak berkumpul
seluas-luasmya kepada miasyarakat, salah satunya melatof arganisasi masyarakat
[ormas), Mamun dernikian, [k rmengingatkan adanya aturan hukurn yvang berlaku di
Indonesiaterhadap keberadaan ormas-ormas. Karenanya, ia berharap FPFuntuk

rmengikuti Sturan-aturan terssbut,

"Kita tidak bisa diskriminasi dan tak boleh berandai-andai, selama dia secara
formal mengatakan taat kepada Pancasila, organisasi dakwah, itu silakan, tapi

kalau menolak Pancasila pasti tidak bisa, itu contohnya,” ujar JK

Sebelurnnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pernerintahan Urnum
[Polpurn) Kermendagri, Didi Sudiana, mengatakan hingga saat ini syarat
administrasi permohonan perpanjangan izin FPI belum semuanya lengkap, Didi
rmenyebut, ada sejurnlah dokumen persyaratan yang masih harus dilengkapi aleh

ormas yang dipimpin oleh Rizieq Shihab i,



"Salah satunya, ada syarat dari Kermenterian Agama [Kermenag] yvang harus

dilampirkan oleh FPL "Rinciannya saya lupa, Tapi salah satu syaratnya itu," kata

Didi.

Menurutnya, kernendagri akan mulai melakukan verifikasi jika syarat sudah
dilengkapi, Selebihnya, kata Didi, akan dipertimbangkan bersama kermenterian

atau lermmbaga terkait,

"¥a kita tunggu. Kita ini kan pelayan, kalau sesuai UU Ormas dipersyaratkan yang
akan melakukan perpanjangan izin itu harus lengkap administrasinya, Kita juga
menyarankan agar ya kita asasnya ideologi Pancasila kan sebagai landasan

negara," ungkapmnya.
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REPUBLILA.CCLID, JAKARTA -- Tokoh ruda Mahdlatul Ularma (MU] Ul Abshar
Abdala memberikan pandangan soal perpanjangan izin organisasi
kernasyarakatan Front Pembela Islam [FPI). FPl berbeda dengan Hizbut Tahrir

Indonesia sehingga tidak sermestinya FPI dilarang,

Baca Juga

KPU-Bawasiu Usulkan Ol Masyarakat Lebih 84 Persen Jamaah
Perppu Larang Koruptor Indanesia Balum Sadar Haji Indonesia Tiba di
Ikut Pilkada Asuransi Arab Saudi

"Saya kalau terhadap HTI itu masih bisa mermahari [mengapa dilarang), bahkan
saya mendukung pelarangan HTl karena mereka secara frontal
rmengkampanyekan satu bentuk kenegaraan yang berbeda, jadi kalau HTI saya

kecualikan," kata dia, kamis [1/8].

Uil mengatakan meski banyak orang yang memang tidak setuju dengan kerangka
perjuangan FPI, organisasi tersebut harus tetap diberikan ruang untuk
berorganisasi, "Siapapun mereka, termasuk orang-orang yang kita tidak setujui

pandangannya,” kata dia.

Uil menyarankan pihak yang tidak setuju dengan wacana atau pandangan
keagarnaan FPI untuk mengutarakan kritik, Selain it, jika ada ormas yang memang
melakukan pelangearan hukum maka orrmas tersebut harus ditindak secara

hukurn.

"ladi menurut saya, kalau bisa, kita merminirmalisiv pelarangan arganisasi. ldealnya

it an==ak nerll ada nelaranFan arranisasi  katanva.

"ladi menurut saya, kalau bisa, kita merminimalisir pelarangan organisasi. [dealnya

itu enggak perlu‘ada pelarangan organisasi,” katamya.

Menurut dia, memberikan ruang terbuka yang dibarengi dengan ruang untuk kritik
dan penegakan hukurn penting untuk merawat dermokrasi. "Kalau mereka
rmelavran hukurn, tindak, Menurut saya demokrasi di Indonesia itu berharga sekali.

Ini harus tetap kita pegang, harus tetap kita rawat," tuturnya,

Uli menambahkan pernberian ruang kepada pihak yang mendapat pertentangan
dari masyarakat rmerupakan cara merawat dernokrasi, "Saya rmendukung tindakan
pernerintahan Presiden Jokowi yane tegas terhadap kelompok radikal ini, Tapi
rmenurut saya tetap harus menjaga norma dermokrasi. Morma dermokrasi ita

urnurmya panjang,” ungkapnya.

BACA JUGA: ladl Mews Analysls Isulsu Terkinl Persepeldif Republiia.co.ld,
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Kemendagri Bentuk Tim untuk Evaluasi
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REPUBLIK INDONESIA

Kememdagrl menyebut evaluasl untuk mellhat apalkah FPI sgjalan Pancaslla atau tidal.

REPLELIKA.COLID, |JAKARTA -- Sekretaris [enderal Kermenterian Dalam Megeri
[Sekjen Kermendagri) Rl Hadi Prabowo rmengatakan, pihak Kermendagri telah
rmembentuk tirm dari lintas kermenterianflembaga (K1) untuk mengevaluasi
Anggaran Dasar dan Angearan Rumah Tangga (ADSART) dari Forum Permbela
Islarm (FPI).

Menurutmya, evaluasi lintas kernenterianflambaga ini diperlukan guna rmengetahui

apakah ormas FPl sejalan dengan Pancasila atau tidak.

Baca Juga

Soal FPI, Kemenag Merasa FPlesti Penuhi 143 Syarat Boni Hargens Usul ke

tak Diminta Kelwarkan {Jrmas IAendagri tak Perpanjang
Rekomendasi 1zin FPI

"Ada [evaluasi). Kita akan melihat sepak terjang ormas. Apakah menyimpang,
apakah tidak. Ini akan dievaluasi terus, Apakah bermanfaat terhadap masyarakat,
apa rnalah membikin suatu hal yang bertentangan,” jelas Hadi di Lapangan
Banteng, Jakarta Pusat, Jurnat [2/8].

Tirn evaluasi tersebut, jelasnya, terdiri dari Kermenterian Agama (Kermenag) Rl dan
Palri, Hasil evaluasi dari tim tersebut akan dijadikan pertimbangan bagi
Kernendagri untuk keputusan dari izin perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar
[SKT) FPIL

"Manti ada tirm yang terdiri dari lintas kementerianflembaga, khususnya

" - ' ' S o e '



[SKT) FPL
"Manti ada tirn yang terdiri dari lintas kemmenteriandembaga, khususnya
Kementerian Agama yang akan menyatakan bahwa ini bertentangan dengan

syariat atau tidak," ujar Hadi.

"Apa yvang digariskan bapak Presiden akan kami cermati dari persyaratan-

persyaratan yang harus dilengkapi oleh FRL" kata dia menambahkan,

Hadi rmenegaskan, syarat utarma bagi ormas untuk mendapatkan SkT adalah harus
rmenganut nilai Pancasila, Untuk itu, ia juga memastikan Kermendagri akan secara

cermat mengevaluasi ADMART dan rekam jejak FPI sebelurn memberikan SKT,

"¥a kalau orang Indonesia ya Pancasila, Pancasila kan sudah ditegaskan adalah

rurnah kita, harus dijaga, dipertahankan, dan diamalkan," tutupnya.

Sebelurnmya diberitakan, Mendagri Tjahjo Kumolo pada Selasa [(3007] mengatakan
evaluasi ADFART dan kegiatan sebuah ormas dilakukan untuk mermastikan ormas

yang ada tidak melenceng dari ideologi negara, yaitu Pancasila,

Sementara itu, perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar [SKT) FPI belum
dikabulkan Kemendagri. Terdapat lima syarat perpanjangan izin SkT yang belum
dilengkapi FPI.

Kelirma syaratyang perlu dilengkapi it adalah penormaoran surat perrohonan
untuk perpanjangan SKT, tanda tangan petingei FPI di ADJART, surat pernyataan
untuk melaporkan kegiatan, pernyataan babwa lambang, bendera, dan atribut

yang dimiliki bukan milik organisasi laim; serta rekomendasi dari Kementerian

Agama,
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Surat Izin tak Kunjung Keluar, Ini Dugaan FPI

Rabu 07 Aug 2015 1347 WIB

Sop: A11 M3 rGus Bedd: Tegun Flemarayan
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FPI mengakuakan terus bergerak meskl surat 1zIn ormas terdaftar tak keluar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Surat keterangan terdaftar (SKT) FPl sebagai ormas

REPUELIKACOLID, JAKARTA -- Surat keterangan terdaftar [SKT) FPI sebagai ormas
belurn juga keluar, Salah satu syarat yang belum bisa dipenuhi adalah surat
rekomendasi dari kementerian Agama [Kemenag) terkait perpanjangan SKT
tersebut. Mamun FPI mengaku engzan mengambil pusing soal sulitnya

rmendapatkan rekomendasi dari Kernenag itu.

"Sebagai ormas Islam tentu sangat membutuhkan rekomendasi dari Kemenag,
Sekarang kami masih nungeu rekomendasi dari Kemenag, SKP keluar atau tidak
keluar kita rmengikuti aturan hukum karena menjadi ketentuan yang berlaku di
Indonesia,” ketua Bantuan Hukurn FPI Sugita Atrno Prawiro, saat dihubungi relalui

sambungan telepon, Rabu (7/8],

Sugitsmenduga sulitnya perpanjangan izin itu karena FREtelab menjadi
perbincangan nasional, Mulai dari presiden, wakil presiden, rmenteri pertahanan

hingga renteri dalarm negeri turut berbicara mengenai FRIL

Baca Juga

Moaldoka: FPl Perlu Kemendagri Bentuk Tim FPI Mesti Penuhi 10 Syarat
Tegaskan Berideclogi untuk Evaluasi ADSART FPI QOrmas

Pancasila

Sehingga mereka yang bersangkutan harus berhati-hati atau takut dalarm
rmengeluarkan izin, Hanya saja, kata Sugito, FPl tetap menungeu rekormendasi dari
Kermenag dan mengurus SKT,

"Kami sebenarnya sudah berkomunikasi, sudah datang Kemenag supaya ditungeu




"Kami sebenarnya sudah berkomunikasi, sudah datang Kemenag supaya ditunggu
saja. Jadi kami sifatnya menungegu tapi sebelurm masa berakhir itu kita sudah

mengajukan permohonan untuk rekomendasi,” tambahnya,

FPl, kata Sugitu, juga sudah melengkapi lima syarat untuk perpanjangan ST, selain
rekormendasi dari Kemenag yang mermang belurm keluar, kKelima syarat tersebut
adalah penomoran surat perrmmohonan untuk perpanjangan SKT. Kermudian petinggi
FPI harus meneken Anggaran DasarfAngzaran Rurmah Tangea [ADSART].
Selanjutnya, surat pernyataan untuk rmelaporkan kegiatan FPIL

"luga syarat pernyataan bahwa lambang, bendera, dan atribut wang dimiliki FRI
bukan rmilik organisasi lain. Tingeal rekormendasi darvi Kermenterian Azarma yang

belurn ada di kami" ungkap Sugito

Selain itu, Sugito menegaskan, tidak adanya SKT tidak membuat FPI mati kotu.
Meskipun nantimya, FPI tidak mengantongi SKT tapi tetap bisa beraktivitas seperti
biasa. Artinya, roda organisasi FPl tetap berjalan, mulai bergerak di dunia

pendidikan, di dunia dakwah di dunia sosial dan lainmya.

Hal itu berdasarkan putusan Mahkarmah Fonstitusi (ME] PE nomoes 82 PLILLIL 1A

tahun 20132, ¥aitu tidak mensyaratkan babhwa ormas harus didaftarkan,

"Karena fungsi didaftarkan itu kan supaya kerja sama dan mendapatkan pelayanan
dengan permerintah. Jadi kalau misalnya tidak keluar juga tidak apa-apa tapi kita
bukan berarti tidak rmau mengurus kita sudah ikhtiar. mengurus,” tutur Sugito.

lzin FRI sudah berakhir 20 Juni 20189 sejak SKT diterbitkan 20 Juni 2074, Biasanya,

=5 _______

Izin FPI sudah berakhir 20 Juni 2013 sejak SKT diterbitkan 20 Juni 2014, Biasanya,

kata Sugito, SkP sudah keluar dalam waktu enarm bulan, Mamun, memang sangat
banyak ormas Islam yang juga sedang menunggu SKT, sehingga Kemenag harus
rmengecek satu persatw, "Curma FPI menjadi skala prioritas karena banyak

statermnen dari pihak manapun,” tutup Sugito.

Sebelumnya, Pihak Kermenag mengaku tidak mendapat sosialisasi dari Kermendagri
untuk mengeluarkan surat rekormendasi perpanjangan ormas berbasis
keagarmaan. Hal itu disarmpaikan menyusdl Permendagri Momor57? Tabon 2017
tentang Pendaftaran dap Pengelalaan Sistermn Infarmasi Oreganisasi
Kerasyarakatan terbit. Dlalam hal ini, beleid tersebut berkaitan dengan

perpanjangan izin ormas FPI,

Pelaksana tugas Biro Hukum Kerja Sama Luar Megeri Kemenag Syafrizal Sofyan
menjelaskan, pihaknya baru membuoat Peraturan Mentri Agama (PMA) tentang
tata cara memperoleh rekomendasi "Karena kami tidak dimintain rekomendasi,

tentu kami tenag-tenang saja,” tutur,

BACA JUGA: liautl Mews Analysls Isulsu Terkinl Persepeleif Republiia.cold,
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FPI: Bukan tidak Terdaftar, SKT Masih dalam
Proses
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Sugltio Atmo mengatakan SKT maslh dalam proses. bukan berartl FPI tidak terdaftar.

REPLIBLIEA COID, JAKARTA -- ketua Bantuan Hukurn Front Pernbela Islarm [FPI)
Sugito Atrmo Prawiro rmengatakan penerbitan perpanjangan surat keterangan
terdaftar [SKT) untuk FPI rasih dalam proses, Sebab itu ia menarpik jika FPI
disebut sebagai ormas yang tidak terdaftar di kementerian,

Sugito rmenuturkan, pihaknya terus mengupayakan bisa mermenuhi salah satu
syarat adrninistrasi penerbitan SKT, Syarat yang dimaksud adalah surat

rekornendasi dari Kermenterian Agarna [Kemenag],

“¥ang jelas, kita kan sudah dalam proses. karena dalam proses, rmaka kan bukan
berarti tidak terdaftar. Kamiterdaftar tapi hamya dalam proses, " ujar Sugito ketika
dihubungi Republika, karnis [8/8).

lika'dalam prosesnya SKT tetnyata tidak keluar, lanjut dia, artinga permrahonan

perpanjangan izin FRItidak diterirma, a sermacarn itu, Tidak masalah,” tturnya,

Sugito lantas menjelaskan perbedaan kondisi jikasebuah ormas tidak terdaftar di
Kernenterian terkait [(Kermendagri], ika didaftarkan, maka ormas menjadi mitra

bagi pernerintah,

Hal yang sebalikmya terjadi jika ormas tidak terdaftar di pernerintah, "Kalau misal
didaftarkan ke Kemendagri, artinya, menjadi mitra pemerintah dan berhak
mendapatkan pelayanan kerja sama dengan pernerintah, ltu saja kok bedamya,”

tarnbahnya.



Sebelurmnya, Direktur Orrmas Digjen Politik dan Pemerintahan Urmom (Polpum)
kermendagri, Lutfi, mengakui ada celah longgarnya aturan soal pemrosesan SKT
bagi ormas. Hal ini pun berpotensi rmerperlambat penerbitan SKET ormas Front
Permbela Islam [FPI).

Lutfi rmengingatkan jika ada 10 syarat administrasi wvang perlu dipenuhi oleh FPI
untuk mendapatkan SKET ywang baru, Sermentara itu, saat ini, syarat-syarat

adrninistrasi itu belum terpenuhi.

lika seluruh syarat sudah lengkap disarmpaikan, maka Kemendagri segera
mermproses pengajuan SET itu, Marmun, batasan waktu akhir untuk pengajuan dan
permrosesannya tidak diatur dalam LU Orrnas Momor 16 Tahon 2017,

"UL Orrmas tidak mengatur soal itu. UL saat ini mmasih berbunyi jika selurub syarat

lengkap, maka akan diproses [SKT)," ujar Lotfi ketika dihubungi Republika, Kamis,

Dirinya mengakui, ketidaktegasan soal batas akhir itu membuat aturan soal ormas
menjadi sangat longgar, "Ya longgar sekali. Kami pun tidak taho bagaimana dulu

para perumus [LIU] bisa merumuskan demikian,” tegasnya.

Dengan adanya aturan tersebut, menurut Lutfi, ormas-ormas yvang tidak
melengkapi syarat administrasi tidak bisa diterbitkan SKT-nya. Hal ini berlaku pula
untuk FRI. Karena saat ini syarat administrasi untuk SKT belum juga dilengkapi,

rmaka proses penerbitannya berpotensi mermakan waktu lama,

"Sebab [rmereka) belurn mermenohi syarat yang diatur dalam LU Orrnas,
tegasnya.

HAWE FOLUME HIMW PEBODE:N UMM HISaNTARG  MBOOFTARRK  WEASARGIYIS  UMR!  UB3  TEKOHGI

Dengan adanya aturan tersebut, menurut Lutfi, orrmas-ormas yang tidak
melengkapi syarat adrministrasi tidak bisa diterbitkan SKT-nya, Hal ini berlaku pula
untuk FPI Karena saatini syarat adrninistrasi untuk SKT belurmn juga dilengkapi,

maka proses penerbitannya berpotensi memakan waktu lama.

"Sebab [rmerekal belum mermenuhi syarat yang diatur dalarm LU Orras, "

tegasmya.

Lebih lanjut, Lutfi merinci setidaknya dua hal yang harus dipatuhi FPl agar SKT bisa
cepat terbit, Pertama, menyelesaikan syarat administrasi untuk SKT sebagaimana
diatur dalarm UL ormas.

Kedua, ideologi FPI tidak boleh bertantangan dengan Pancasila. "ltu undang-
undang ya yang berbunyi seperti itu, Untuk komunikasi dengan FPI sampai saat ini
rmasih lancar-lancar saja, " tarmbah Lutfi,
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Pemerintah Tegaskan FPI Tetap Boleh
Berkegiatan

Jumat oS Aug 20150340 WIB
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REPUEBLIKACOLID, JAKARTA- - Direktur Organisasi Masyarakat (Ormas) Ditjen Politik
dan Pernerintahan Urnurn [Polpumn] Kermendagri, Lutfi, mengatakan Front Pernbela
Islam [FPI) tetap boleh berkegiatan, Meski surat keterangan terdaftar [SKT) tidak

terbit, FPI masih boleh menjalankan kegiatan organisasi maupun kemasyarakatan,

"Bisa (berkegiatan]. Sebab putusan Mahkamah kanstitusi (ME] menyatakan sperti
itu," ujar Lutfi saat dikonfirmasi Repubiika.co.id, kamis (B8],

Putusan yang dimaksud adalah putusan ME Momor 82/PLILLKIZ013, Berdasarkan
putusan tersebut, pendaftaran kepada kernenterian terkait bersifat sukarela.

karena itu, pernerintah tidak bisa memaksa arrnas untuk mendaftarkan diri

Sehingea, lanjutLutfi, kegiatan FPI boleh berjalan seperti hiasanya sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan, "Prinsipnya sepanjang tidak bertentangan

dengan peraturan perundanean, ya silakan saja, “tarmbahnya,

ketua Bantuan Hukurn Frant Permbela Islarm [FPI), Sugito Atrno Prawiro,
rmenegaskan kegiatan ormas tersebut tetap jalan terus reski surat keterangan
terdaftar (SET] tak kunjung diterbitkan aleh pernerintah. FPI menjadikan putusan
Mahkarnah Konstitusi (ME) Mormor B2PLIU-KI201 3 sebapai pijakan bahwa ormas

tidak wajib rmendaftarkan diri kepada kernenterian terkait,

"lya karni tetap jalan terus, dalarn kegitan masyarakat kami jalan terus, amar
maruf nahi munkar, Sebab keormasan itu tidak wajib didaftarkan ke Kermenterian
[dalarn hal ini kernendagri)," ujar Sugito ketika dihubungi Repubiita.co.dd, Kamis
[ars).



HOAE FOUTK  HIKIM  PERODBSH UMM RUSAHTeR:  MECOETAHEE HEWS ARGIYES Uk UB3  THREGHEI

FrPRe P Sy eSS s DL D LU IO O VLI L IO S e i T T
[dalarm hal ini Kernendagri,” ujar Sugito ketika dihubungi Republika.cosd, Kamis
[ara).

Dia melanjutkan, pendaftaran ke kermendagri itu sifatnya hanya sukarela. Dia pun
mernaharni jika batas waktu pemrosesan SKT tidak terbatas sebagaimana diatur
dalarn UL Orrmas Mormor 16 Tahun 2017,

"Mermang benar tidak ada batas waktu, Akan tetapi walaupun mengeantung,
berdasarkan putusan MK Mormor 82/PUL-X2013 ito kan soal ormas tidak rmenjadi

syarat wajib untuk didaftarkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sugito, mengungkapkan FPl sudah punya itikad baik untuk taat
adrninistrasi, taat hukurn dengan mendaftarkan perpanjangan SKT-nya, Jika pada
akhirmya SKT itu tidak dikeluarkan, maka pihaknya tetap berjalan terus sebagai
organisasi.

"Kita tetap dalarm naungan NKRI, jadi snggak ada masalah. Jadi kita hanya tinggal

rekormendasi kemenag saja yang belum. [tu saja, " tuturnya.

BACA JUGA: lcutl Mews Analysls lsulsu Tarkinl Persepekdif Republlika.cold,
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MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Dio CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.21.1.1/2019

This is to certify that:

Name : Ahmadanwar
Date of Birth : July 22, 1994
Sex . Male

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC)

held on September 18, 2019 by Center for Language Development of State
Islamic University Sunan Kalijaga:

—

Validity: 2 years since the certificate's issued & N

CONVERTED SCORE
Ei;{eﬁg C(;:r;prehension 3 r 89> 5
ESiTctﬁ ﬁritten ]éxpresTioﬁ 4 N T 742 |
'Reading Comprehension 48 i
!i)_tél écore‘ 5 =

. 19680915 199803 1 005'
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Inspira

Publishing

Dengan ini kami manajemen Inspira Publishing menerangkan bahwa mahasiswa di

bawah ini:

Nama :Ahmad Anwar
NIM 12210145
Asal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan Magang di kantor Inspira Publishing sebagai Reporter, terhitung
sejak 4 Juni-4 Agustus 2015 Dengan nilai 87 (A-).

Demikian sertifikat ini kami buat. Agar dapat digunakan dengan semestinya

Leader Team

Muhammad Sulthon Asydiqqi

Jalan Pasir No No.35, Patbk, Banyuraden, Kec.

Gamping, Kabupaten ﬂmn.?g«uﬁ Istimewa

Yogyakarta 55294

v A ¥ Contact 0823-0005-4100
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
) 4 ’ LEMBAGA PENELITIAN DAN
‘ “ PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

~\\

SERTIFIKAT

Nomor: UIN.02/L.3/PM.03.1/P3.642/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga
memberikan sertifikat kepada:

Nama : Ahmadanwar

Tempat, dan Tanggal Lahir : Pati, 22 Juli 1994
Nomor Induk Mahasiswa : 12210145

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya
Berbasis Masjid Semester Pendek, Tahun Akademik 2014/2015 (Angkatan ke-86), di:

Lokasi : Depok, Depok
Kecamatan . Depok
Kabupaten/Kota : Kab. Sleman
Propinsi . D.L Yogyakarta

dari tanggal 25 Juni s.d. 31 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 97,96 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian
Munagasyah Skripsi.




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH ATAS
PROGRAM : ILMU PENGETAHUAN ALAM
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

tempat dan tanggal lahir
nama orang tua

nomor induk

nomor peserta

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta
telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Kepala Badan Peneiitian dan Pengembangan
Nomor : 2523/G/LL/2012, Tanggal 5 Maret 2012




DAFTAR NILAI UJIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS
Program : limu Pengetahuan Alam
Kurikulum : Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Nama 5

Tempat dan Tanggal Lahir : Pati,. .
Nomor Induk T A R o ey
Nomor Peserta L Ik S R s S S SRR

No. Mata Pelajaran RaRt:-rata _Ujian SQ:::::H’
or
| | UJIAN SEKOLAH
1. Pendidikan Agama 8,87 8,90 8,89
2. Pendidikan Kewarganegaraan 7.60 8,70 8,26
3. Bahasa Indonesia 7.90 9.72 8,95
4. Bahasa Inggris 8.00 9.68 9,01
5. Matematika 7,33 9.33 8,53
6. Fisika 7:47 9,29 8,56
7. Kimia 7.27 9,60 8,67
8. Biologi 7,43 9.60 8,61
9. Sejarah 7,37 8.70 . 8,17
10. Seni Budaya 8,07 9,20 8.7¢
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 8,10 Q:20 8,76
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi 8.02 9:00 8,61
13. Keterampilan/Bahasa Asing
Teknologi Prakacyz Kimia 7,95 9.00 9,8
Rata-rata 8,64
Niai Sekolah = S0% NIl Raia @ Rapor £ 0% i GjanSekoan T
No. Mata Pelajaran S:kicl'»aliah 3,',':,'. A':(:?:.)
Nasional
Il | UJIAN NASIONAL | o Sy,
e W W | e
2. Bahasa Inggris ;'fl: —
3. Matematika sy .
4. Fisika
5. Kimia Al
6." Biologi |
Rata-rata

) Nilai Akhir = 40% Nilai Sekolah + 60% Nilai Ujian Nasional
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KORPS SUKARELA
PALANG MERAH INDONESIA
UNIT VII UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

* PIAGAM PENGHARGAAN -

Diberikan Kepada:

AHMAD ANWAR

Sebagai

KETUA

Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa
Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unit VII
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Periode 2014 - 2015

Yogyakarta, 26 Mei 2015

a.n. Rektor, Mengetahui,
Wakil Rektor KSR PMI Unit VII
Bidang Kemahasiswaan dan Universitas-islam Negeri
-~ Kerjasama Sunan Kalijaga Yogyakarta
ENE) Pembina,

A/v | T / | 0
..\‘:Ii\‘- - ‘GW &W_\,‘J@\( ——

Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19630517 199003 2 002 NIP. 19680416 199503 1 004




CURRICULUM VITAE
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A. IDENTITAS DIRI UIN SUNAR KALLAGS

Nama
Jenis Kelamin

YOGYAKARTA

: Ahmad Anwar
: Laki-laki

Tempat/tanggal lahir : Pati/22 Juli 1994

Alamat Rumah : Ds. Bleber RT 02 RW 03
Cluwak, Pati

Nama Ayah : Sudarjo

Nama lbu : Sutini

Email : anwaralmuna@gmail.com
Alamat tinggal : JI. Bimokurdo, Sapen,
Demangan

No.Hp : 085727671286

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang Nama Sekolah Tahun
TK TK Bima Putra Bleber 1999-2000
SD SD N2 Bleber 2000-2006

SMP SMP'N‘1 Cluwak 2006-2009

SMA SMA N1 Tayu 2009-2012

st UIN-Sunan Kalijaga 2012-2019
Yogyakarta

C. RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

= Pelatihan Dasar Korps Sukarena Palang Merah
Indonesia / Materi Kepalang Merahan 120 Jpl
Tahun 2013




= Training of Fasilitator Palang Merah Remaja
Tahun 2015

D. RIWAYAT ORGANISASI

Nama Organisasi Tahun Jabatan

OSISSMA N 1 2009- Anggota Sie.

Tayu 2010 Kerohanian Islam

OSIS SMAN 1 2010- Koordinator Sie.

Tayu 2011 Kerohanian Islam

Pramuka Saka

Bhayangkara 22%1101 Ketua

Polsek Tayu

UKM Korps

Sukarela Palang

Merah Indonesia 2013- Anggota Bidang

UIN Sunan 2014 Rumah-tangga

Kalijaga

Yogyakarta

UKM Korps

Sukarela Palang

Merah Indonesia 2014- Ketua

UIN Sunan 2015

Kalijaga

Yogyakarta

UKM Karps

Sukarela Palang

Merah Indonesia 2015- Dewan Pertimbangan

UIN Sunan 2016 Pengurus

Kalijaga

Yogyakarta

E;:}/L;IN Sunan 2015- Ketug Fo_rum
2016 Komunikasi UKM

Yogyakarta




E. PENGHARGAAN

= Bersama UKM KSR PMI Unit VII UIN Sunan
Kalijaga menerima penghargaan sebagai KSR
Teladan se-Kota Yogyakarta Tahun 2016,
2017, 2018 berturut-turut.

F. PENGABDIAN MASYARAKAT

= Kuliah Kerja Nyata di Padukuhan Dilatan,
Saptosari, Gunung Kidul, DI Yogyakarta
Tahun 2015.

= Mengajar PMR di SMA N 1 Teladan
Yogyakarta, SD N Demangan, MTs Lab UIN
Banguntapan.

= Mengikuti penjagaan ambulance (pertolongan
pertama) di PMI Kota Yogyakarta
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